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BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR   t{`    TAHUN  2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN  LOGAM  DAN  BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang:     a.   bahwa      Pemerintah      Kabupaten      Kubu      Raya      telah
menetapkan    Peraturan    Daerah    Kabupaten    Kubu    Raya
Nomor  13 Tahun 2023 tentang Pajak Daera.h dan Retribusi
Daerah;

b.   bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun  2023  tentang  Pajak  Daerah
dan  Retribusi  Daerah,  perlu  mengatur  Ketentuan  Umum
dan  Tata  Cara  Pemungutan  Pajak  Mineral  Bukan  Logam
dan Batuan;

c.    bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
pada  huruf a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  Peraturan
Bupati     tentang     Ketentuan     Umum     dan     Tata     Cara
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat :         1.   Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Tndonesia  Tah`]n  1945;

2.   Undang-Undang      Nomor      35     Tahun      2007      tentang
Pembentukan      Kabupaten     Kubu     Raya     di     Provinsi
Kalimantan  Barat   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2007   Nomor   101,   Tambahan   Lembaran   Negara
Repub`lik Indonesia Nomor 4751);

3.   Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan      Daerah      (Lembaran      Negara     P`epublik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah
diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor    6    Tahun    2023    tentang    Penetapan    Peraturan
Pemerintah   Pengganti  Undang-Undang  Nomor   2   Tahun
2022     tentang     Cipta     Kerja     Menjadi     Undang-Undang
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2023  Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4.   Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan   antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

5.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   35   Tahun   2023   tentang
Ketentuan   Umum   Pajak   Daerah   dan   Retribusi   Daerah
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2023  Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);



6.   Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor  13 Tahun
2023     1-enfang     Pajak     Daerah     dan     Retribusi     Daerah
(Lembaran   Daerah   Kabupaten   Kubu   Raya  Tahun   2023
Nomor  13,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kubu
Raya Nomor  104);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan    :    PERATURAN   BUPATI   TENTANG   KETENTUAN   UMUM   DAN
TATA  CARA  PEMUNGUTAN  PA.JAK  MINERAL  BUKAN  LOGAM
DAN BATUAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
I.      Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.      Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur    penyelenggara

Pemerintahan      Daerah      yang      memimpin      pelaksanaan      urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

3.      Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.     De'vvan   Pervv'akilan   Rakyat   Daerah  yang   selanjutnya  disingkat  DPRD

adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan  sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5.     Badan  Pendapatan  Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

6.     Kepala  Badan  adalah  Kepala  Badan  Pendapatan   Daerah  Kabupaten
Kubu Raya.

7.      Pejabat  adalah  Pegawai  yang  ditunjuk  oleh  Bupati  yang  diberi  tugas
tertentu  di  bidang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.      Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Pajak  adalah  kontribusi  wajib
kepada   Daerah  yang  terutang  oleh   orang  pribadi   atau   badan  yang
bersifat     memaksa     berdasarkan     undang-undang,     dengan     tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

9.      Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
10.   Wajib  Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak,

pemotong   Pajak,   dan   pemungut   Pajak   yang   mempunyai   hak   dan
kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

11.   Penanggung  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  bertanggung
jawab  atas  pembayaran  Pajak,  termasuk  wakil  yang  menjalankan  hak
dan  memenuhi  kewajiban  Wajib  Pajak  menurut  ketentuan  peraturan
perundang-undangan perpajakan.

12.   Tahun   Pajak   adalah   jangka   waktu   yang   lamanya   1    (satu)   tahun
kalender,  kecuali  apabila  Wajib  Pajak  menggunakan  tahun  buku  yang
tidak sama dengan tahun kalender.

13.    Pajak yang Ten]tarig adalah  Pajak yang harus  dibayar pada  suatT]  masa
Pajak dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

14.   Badan   adalah   sekumpulan  orang  dan/atau   modal  yang  merupakan
kesatuan,  baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha    yang    meliputi    perseroan    terbatas,    perseroan    komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau BUMD dengan mama
dan   dalam   bentuk  apapun,   firma,   kongsi,   koperasi,   dana  pensiun,



persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik,   atai]   nrganisasi   lainnya,   1emhaga   dan   hentuk   badan   lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15.   Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya.
16.   Tempat   Pelayanan   Pajak   Daerah,   yang   selanjutnya  disingkat  TPPD,

adalah  tempat  pelayanan   perpajakan  daerah  yang  terintegrasi  pada
Bapenda untuk memberikan pelayanan perpajakan daerah kepada wajib
pajak.

17.   Pajak  Mineral  Bukan  Legam  dan  Batuan  adalah  Pajak  atas  kegiatan
pengambilan  mineral  bukan  logam  dan  batuan  dari  sumber  alam  di
dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

18.   Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  yang  selanjutnya  disingkat  MBLB
adalah  mineral  bukan  logam  dan  batuan  sebagaimana  dimaksud  di
dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

19.   Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
20.   Opsen   Pajak   Mineral   Bukan   Logam   dan   Batuan   yang   selanjutnya

disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi
atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

21.   Prinsip    Sez/   Assessment   adalah    sistem    pemungutan    pajak    yang
memberikan  wewenang  penuh  kepada  Wajib  Pajak  untuk  melakukan
perhitungan,  menyetor,  dan  melaporkan  sendiri  atas  pajak  yang  wajib
dibayarkan.

22.   Peredaran    usaha    atau    omzet   adalah    penerimaan    bruto    sebelum
dikurangi biaya-biaya.

23.   Eon  penjualan  (Bt70  atau faktur atau invoice  adalah  bukti pembayaran,
yang  sekaligus  sebagai  bukti  pungutan  pajak,  yang  dibuat  oleh  wajib
pajak pada saat mengajukan pembayaran atas transaksi MBLB kepada
subjek pajak;

24.   Perforasi  adalah  tanda  pengesahan  dari  Bapenda  atas  benda  berharga
dan/atau  benda  lainnya  yang  akan  dipergunakan  atau  diedarkan  di
Masyarakat.

25.   Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi   perpajakan   daerah   yang   dipergunakan   sebagai   tanda
pengenal  dirt  atau  ident.it.as  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  hak  dan
memenuhi kewaj.iban perpajakan daerahnya.

26.   Nomor  Objek  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  NOPD  adalah
nomor    identitas    objek    Pajak    sebagai    sarana   dalam    administrasi
perpajakan dengan ketentuan tertentu.

27.   Formulir  Pendaftaran  Pajak  adalah  surat  yang  digunakan  Wajib  Pajak
untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya.

28.   Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat
keterangan   yang   diterbitkan   oleh   Bapenda   sebagai   pemberitahuan
bahwa  Wajib   Pajak  telah  terdaftar  pada  administrasi  Bapenda  yang
berisi identitas Wajib Pajak serta kewajiban perpajakan Daerah.

29.   Kedaluwarsa Penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat
terutangnya Pajak atau berakhimya nasa Pajak,  ba.gian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajak.

30.   Dilarang     diborongkan     adalah     bahwa     seluruh     proses     kegiatan
Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak
terutang,  pengawasan,  penyetoran,  dan  Penagihan  Pajak  tidak  dapat
dikerjasamakan  dengan   pihak  ketiga,   namun  dimungkinka.n   adanya
kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  dalam  rangka  mendukung  kegiatan
Pemungutan  Pajak,  antara  lain  pengiriman  surat  kepada  Wajib  Pajak
atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.



31.   Imbauan adalah pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagai
pengingat   agar   Penanggi]ng   Pajak   dapat   meli]nasi   Ufang   Pajaknya
sebelum   diterbitkannya   Surat   Teguran.    imbauan   dapat   diberikan
melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

32.   Surat   Imbauan   adalah   surat   yang   diterbitkan   terkait   pelaksanaan
pengawasan    terhadap    Wajib    Pajak    dalam    memenuhi    kepatuhan
kewajiban perpaja.kannya.

33.   Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  SPTPD
adalah   surat  yang  oleh   Wajib   Pajak   diguriakan   untuk   melaporkar.
penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan
objek  Pajak,  dan/atau  harta  dan  kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakari Daerah.

34.   Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD  adalah
surat ketetapan  Pajak yang menentukan besarnya jumlah  pokok Paja.k
yang terutang.

35.   Tanggal  pengiriman  SKPD  adalah  tanggal  dikirimkannya dokumen  baik
secara fisik maupun elektronik.

36.   Penghitungan   secara   jabatan   adalah   penghitungan   besaran   Pajak
terutang    berdasarkan    data    dan/atau    informasi    yang    ada    pada
Pemerintah Daerah.

37.   Surat  Setoran  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  SSPD  adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang  telah  dilakukan  dengan
menggunakan  formulir  atau  telah  dilakukan  dengan  cara  lain  ke  kas
Daerah melalui tempat pembayara.n yang ditunjuk oleh Bupati.

38.   Surat     Keputusan     Pembetulan     adalah     surat     keputusan     yang
membetulkan  kesalahan  tulis,  kesalahan  hitung,  dan/atau  kekeliruan
dalam   penerapan   ketentuan   tertentu   dalam   peraturan   perundang-
undangan   perpajakan   Daerah   yang   terdapat   dalam   SPPT,    SKPD,
SKPDKB,     SKPDKBT,     SKPDN,     SKPDLB.     STPD,     Surat     Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

39.   Surat  Keputusan  Keberatan  adalah   surat  keputusan   atas   keberatan
terhadap   SPPT,   SKPD,   SKPDKB,   SKPDKBT,   SKPDN,   SKPDLB,   atau
terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

40.   Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB   adalah   surat   ketetapan   Pajak   yang   menentukan   besarnya
jumlah    pokok    Pajak,    jumlah    kredit    Pajak,    jumlah    kekurangan
pembayaran  pokok  Pajak,  besarnya  sanksi  administratif,  dan  jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.

41.   Surat    Ketetapan    Pajak    Daerah    Kurang    Bayar    Tambahan    yang
selanjutnya   disingkat   SKPDKBT   adalah   surat   ketetapan   Pajak  yang
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

42.   Surat Ketetapan  Pajak  Daerah  Nihil yang  selanjutnya disir.gkat  SKPDN
adalah  surat  ketetapan  Pajak  yang  menentukan  jumlah  pokok  Pajak
sama  besarnya  dengan jumlah  kredit  Pajak  atau  Pajak  tidak  terutang
dan tidak ada kredit Pajak.

43.   Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Lebih  Bayar yang  selanjutnya  disingkat
SKPDLB   a.dalah   surat   ketetapan   Pajak   yang   menentukan   jumlah
kelebihan  pembayaran  Pajak  karena  jumlah  kredit  Pajak  lebih  besar
daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

44.   Surat  Tagihan  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  STPD  adalah
surat  untuk  melakukan  tagihan  Pajak  dan/atau  sanksi  administratif
berupa bunga dan/atau denda.



45.   Putusan  Banding adalah  putusan  badan  peradilan  pajak  atas  banding
terhadap Si]rat Kepl]ti]san  Keberatan yang diaj`]kan  o]eh Wajih Pajak.

46.   Penelitian  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menilai
kelengkapan  pengisian  surat  pemberitahuan  atau  dokumen  lain  yang
dipersamakan  dan  lampiran-1ampirannya  termasuk  penilaian  tentang
kebenaran   penulisan   dan   penghitungannya  serta  kesesuaian   antara
surat pemberitahuan dengan SSPD.

47.   Keadaan kahar oforce mcljett7ie) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
keherLdak atau kekuasaan Wajib Pajak yang rnerLgakibatkan `v'v'ajib pajak
tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau
sebagian,  atau  tidak  tepat  waktu  meliputi  bencana  alam,  kebakaran,
kerusuhan massal atau huru-hara,  wabah penyakit dan/atau  keadaan
lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

48.   Pihak  ketiga  adalah  pihak-pihak  di  luar  Pemerintah  dan  Pemerintah
Daerah  lain,  misalnya  akademisi,  swasta,  dan  pihak  lainnya  di  dalam
negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

49.   Penagihan    adalah    serangkaian    tindakan    agar    Penanggung    Pajak
melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan,   melaksanakan   Penagihan   seketika   dan   sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah
disita.

50.   Penagihan  Seketika  dan  Sekaligus  adalah  tindakan  Penagihan  pajak
yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa
menunggu   tanggal  jatuh   tempo   pembayaran  yang   meliputi   seluruh
utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

51.   Sanksi Administratif adalah  sanksi yang dikenakan  kepada wajib pajak
yang melakukan pelanggaran administrasi dalam bidang perpajakan.

52.   Utang  Pajak  adalah  Pajak yang  masih  harus  dibayar  termasuk  sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum
dalam   surat   ketetapan   Pajak   atau    surat   sejenisnya   berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

53.   Surat   Teguran   adalah   surat   yang   diterbitkan   oleh   Pejabat   untuk
menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.

54.   Surat  perintah  melaksanakan  Penyitaan  adalah  surat  perintah  yang
dit_erbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

55.   Surat  Paksa  adalah  surat  perintah  membayar  Utang  Pajak  dan  biaya
Penagihan Pajak.

56.   Biaya  Penagihan  Pajak  adalah  biaya  pelaksanaan  Surat  Paksa,  surat
perintah   melaksanakan   Penyitaan,   pengumuman   lelang,   pembatalan
lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

57.   Jurusita   Pajak   adalah   pelaksana   tindakan   Penagihan   Pajak   yang
meliputi PenagiharL Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa,
penyitaan dan penyanderaan.

58.   Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan  subjek pajak atau retribusi,  penentuan  besarnya Pajak
yang  terutang  sampai  kegiatan  penagihan  Pajak  kepada  Wajib  Pajak
serta pengawasan penyetorannya.

59.   Pembukuan  adalah  suatu  proses  pencatatan  yang  dilakukan  secara
teratur   untuk   mengumpulkan   data   dan   informasi   keuangan   yang
meliputi  harta,  kewajiban,  modal,  penghasilan  dan  biaya,  serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun   laporan   keuangan   berupa   neraca  dan   laporan   laba   rugi  W
untuk periode tahun pajak tersebut.

60.   Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan
kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.



61.   Pengawasan  Wajib  Pajak  Bersama  adalah  serangkaian  kegiatan  yang
dilaki]kan  bersama  dengan  mitre  kerja  sama  dalam  hal  ini  Pemerintah
dan/atau  Pemerintah  Daerah  lain  dengan  mekanisme  tertentu  untuk
menguji kepatuhan Wajib Pajak.  Contoh:  F`iskus melakukan permintaan
penjelasan   atas   data   dan/atau   keterangan,   pemanggilan/kunjungan
(visit) kepada Wajib Pajak.

62.   Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  menghimpun  dan  mengolah
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional   berdasarkan   suatu   standar   pemeriksaan   untuk   menguji
kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  Pajak  dan/atau  untuk  tujuan  lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daera.h.

BAB  11
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM  DAN BATUAN

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 2

(1)     Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
a.      ashes;
b.     batutulis;
c.     batu setengah permata;
d.     batu kapur;
e.     batuapung;
f.      batu permata;
g.      bentonit;
h.     dolomit;
i.      feldspar,
j.      garam batu (halite);
k.     graflt;
i.      granit/andesit;
in.    gips;
n.     kalsit;
o.      kaolin;
p.      1eusit;
q.     magnesit;
r.      mika;
s.     marmer;
t.      nitrat;
u.     obsidian;
v.      oker;
w.    pasir dan kerikil;
x.     pasirkuarsa;
y.      perlit;
z.      fosfat;
aa.   talk;
bb.   tanah serap (fitzzers eci7tft);
cc.   tanah diatom;
dd.  tanah liat;
ee.   tawas (alum);
ff.     tras;
88.    yarosit;
hh.    zeolit;
ii-        basal;

jj.      trakhit;



kk.    belerang;
11.       MET,B iki]tan  dalam  s`]atu  pertambangan  mineral;  dan
mm. MBLB   lainnya   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-

undangan.
(2)    Dikecualikan  dari objek Pajak  MBLB  sebagaimana dimaksud  pada ayat

(1), meliputi pengambilan MBLB:
a.   untuk    keperluan    rumah    tangga    dan    tidak    diperjualbelikan/

dipindahtangankan;
b.   untuk   keperluan   pemancangan   tiang   listrik/telepori,   penanamari

kabel,  penanaman pipa dan  sejenisnya yang tidak mengubah fungsi
permukaan tanah;

c.   untuk  keperluan  pembangunan  rumah  ibadah  yang  dibiayai  oleh
masyarakat;

d.   untuk keperluan pembangunan panti asuhan;
e.    untuk keperluan pembangunan panti jompo; dan
i.    untuk   kegiatan   pertambangan   lainnya  yang  tidak   dimanfaatkan

secara komersial.

Pasal 3

(1)    Subjek Pajak MBLB  adalah orang pribadi  atau badan yang mengambil
MBLB.

(2)     Wajib  Pajak  MBLB  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  mengambil
MBLB.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 4

(1)    Dasar   pengenaan   Pajak   MBLB   adalah   nilai  jual   hasil   pengambilan
MBLB.

(2)     Nilai  jual  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dihitung  berdasarkan
perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap
jenis MBLB.

(3)     Harga    patokan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2)    dihitung
berdasarkan  harga jual  rata-rata tiap jenis  MBLB  pada mulut tambarLg
yang berlaku di daerah.

(4)    Harga patokan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  ditetapkan dengan
surat Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

(1)     Besaran   pokok   Pajak   MBLB   yang   terutang   dihitung   dengan   cara
mengalikan   dasar   pengenaan   Pajak   MBLB   sebagaimana   dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1)  dengan tarif Pajak MBLB  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5.

(2)     Besarnya pajak                         = Nilai Jual Hasil pengambilan MBLB x 20%
Nilai Jual Hasil Penga.mbilan= Volume/tonase x harga standar masing -

masing jenis MBLB
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Bagian Ketiga
Saat Ten]tang dan  Wilayah  Pemi]ngi]tan

Pasal 7

(1)     Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan
MBLB dilokasi atau mulut tambang.

(2)    Wilayah    pemungutan    Pajak   MBLB   yang   terutang   adalah   wilayah
Kabupaten Kubu P`aya.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 8

(1)     Masa   Pajak   MBLB   yang   menjadi   dasar   bagi   Wajib   Pajak   untuk
menghitung,  menyetor,  dan melaporkan Pajak yang terutang ditetapkan
untuk jangka waktu  I  (satu) bulan kalender.

(2)    Tahun  Pajak  merupakan  jangka  waktu  yang  lamanya  1   (satu)  tahun
kalender.

BAB Ill
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 9

(1)    Wajib  Pajak untuk jenis  pajak yang dipungut berdasarkan  perhitungan
sendiri  (Pri.nsir? SeJ/Assesmenf)  oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan  diri
dan/atau  objek  Pal.aknya  kepada  Bupati  atau  Pejabat  yang  ditunjuk
dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.

(2)    Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
a.    mengambil sendiri di TPPD;
b.   dikirim oleh petugas Bapenda; atau
c.    merLgakses dengan sistem cza7i7tg.

(3)    Formulir pendaftaran Wajib Pal.ak  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib    diisi    dan    ditulis    dengan    benar,    jelas    dan    lengkap    serta
ditandatangani/disetujui   oleh   Wajib   Pajak   atau   Penanggung   Pa.jak
dengan persyaratan:
a.   untuk Wajib Pajak peroranga.n melampirkan:

1.    salinan Kartu Tanda penduduk;
2.   surat kuasa bermaterai apabila pendaftaran dikuasakan dengan

disertai salinan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa; dan
3.   persyaratan lain yang diperlukan.

b.   untuk Wajib Pajak badan melampirkan:
1.   salinan Kartu Tanda penduduk;
2.   salinan Nomor lnduk Berusaha.,
3.   surat kuasa bermaterai apabila pendaftaran dikuasakan dengan

disertai salinan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa; dan
4.   persyaratan lain yang diperlukan.



Penandatanganan  formulir  pendaftaran  dikecualikan  bagi  Wajib  Pajak
yang mendaftarkan  dirt  dan  me]aporkan  I_I_sahanya  secara  do77:77`g.
F`ormulir   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4)   wajib   disampaikan
kepada Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sej.ak tanggal diterima.
Pendaftaran  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  kepada Wajib  Pajak
diberikan  satu  NPWPD   dan  SKT  yang  diterbitkan  oleh  Pejabat  yang
ditunjuk.

(7)     Selain diberikan NPWPD  dan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan PITOPD untuk jenis Pajak.

(8)    NPWPD   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (6)   untuk   orang   pribadi
dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(9)    NPWPD     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (6)     untuk     Badan
dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(10)  Dalam  hal  Wajib  Pajak  tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana.
dimaksud  pada  ayat  (1)  telah  diberikan  Surat  Imbauan,  Bupati  atau
Pejabat yang ditunjuk dapat meiakukan penerbitan NPWPD berdasarkan
data  yang  diperoleh  atau  dimiliki  oleh  Bapenda  secara jabatan  paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat imbauan diterima.

Bagian Kedua
Tat.a Cara. Pendat.aan

Pasal  10

(1)    Bupati    atau    Pejabat   yang    ditunjuk    yang    mela.ksanakan    urusan
Pemerintahan   di   bidang  Pajak  Daerah   melakukan   pendataan  Wajib
Pajak    dan     Objek    Pajak    untuk    memperoleh,     melengkapi,     dan
menatausahakan  data  Objek  Pajak  dan/atau  Wajib  Pajak,  termasuk
informasi     geografis     Objek     Pajak    untuk    keperluan     administrasi
perpajakan daerah.

(2)    Pendataan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang
dimiliki  dan/atau  diperoleh   Bapenda  menunjukkan   telah   memenuhi
persyaratan  subjektif dan  objektif sesuai dengan  ketentuan perundang-
undangan   perpajakan   daerah   dan   belum   mendaftarkan   diri   untuk
diberikan NPWPD.

Pasal  1 1

(1)    Jenis pendataan meliputi:
a.   Pendataan kantor; dan/atau
b.   Pendataan lapangan.

(2)     Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas
Pendataan.

(3)     Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam
bentuk laporan hasil Pendataan.

(4)    Dalam  hal  hasil  pendataan  menemukan  Objek  Pajak  baru,  dilanjutkan

(5)   5e=::n Phr:Lsei:seLTd:f::iaan±:tui:it::b:tfann Nw°a:I:  pajak  yang  te|ch A
meninggal, dilanjutkan dengan penghapusan NPWPD.

(6)     Dalam hal hasil pendataan  menemukan  Objek Pajak yang telah hilang,
dilanjutkan dengan penghapusan NOPD.

Pasal  12

(1)    Pendataan  kantor  dilakukan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   11
ayat  (1)  huruf a dengan  cara mengolah data Objek Pajak dan  informasi
yang terdapat dalam sistem informasi.



(2)    Pendataan  lapangan  dilakukan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  11
ayat  (1)  h`]il]f b  dengan  melaki]kan  penjnjauan  pada  ]okasj  fisik  Objek
Pajak  dan/atau  lokasi  lain  di  luar  lokasi  fisik  Objek  Pajak  atas  data
objek Pajak.

(3)     Setelah  Wajib  Pajak  dilakukan  Pendataan,  Wajib  Pajak  mengisi  dan
menandatangani F`ormulir Pendaftaran NPWPD dengan jelas,  benar, dan
lengkap.

(4)    Dalam  hal  Wajib  Pajak  tidak  dapat  dilakukan  Pendataan  atau  tidak
dapat diterrLui, kepada Wajib Pajak diberikan Surat lmbauan.

Pasal  13

(1)    Dalam hal pendataan diberikan  Surat lmbauan  sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal   12   ayat  (4),  Wajib  Pajak  harus  memberikan  tanggapan
paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Imbauan diterima.

(2)    Tanggapan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  Wajib  Pajak
telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.

(3)    Wajib  Pajak yang  tidak memberikan  tanggapan  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (2),  terhadap Wajib  Pajak  tersebut dapat  diterbitkan  NPWPD
secarajabatan.

(4)    Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Pasal  14

(1)    Bupati atau Pej.abat ya.ng ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak
dan/atau  Penanggung  Pajak  apabila  Wajib   Pajak  Pajak  sudah  tidak
memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan
perpajakan daerah atau berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat
melakukan   penonaktifan   atau   penghapusan   terhadap   NPWPD   atau
NOPD.

(2)     Dalam  hal  penonaktifan  atau  penghapusan  NPWPD  atau  NOPD  atas
dasar  permohonan  Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam
jangka waktu  3  (tiga)  bulan  sejak  tanggal  permohonan  diterima  secara
lengkap.

(3)    Dalam   hal   keputusan   sebagaimana   dimaksud   pada.   ayat   (2)   tidak
diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3  (tiga)  bulan, permohonan
Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4)     Penonaktifan   atau   penghapusan   NPWPD   atau   NOPD    sebagaimana
dimaksud pa.da ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
a.    tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
b.   tidak sedang mengajukan `Lipaya hukum berupa keberatan, banding,

gugatan, atau peninjauan kembali.
(5)    Dikecualikan   dari   ketentuan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4)

dalam hal:
a.   Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris:
b.   Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya;
c.    telah  berpindah dan  meninggalkan negara Indonesia untuk  selama-

lamanya.
d.    Memiliki  lebih  dari   1   (satu)  kode  NPWPD,  dihapuskan  salah  satu

untuk    menentukan    NPWPD    yang    digunakan    sebagai    sarana
administrasi perpajakan; dan

e.    Mantan Bendahara pemerintah atau proyek.
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(6)    Penonaktifan  atau  penghapusan  NPWPD  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1),  dilakukan  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  oleh  Bapenda  dan
dilengkapi  berita  acara  hasil  pemeriksaan  lapangan  yang  menyatakan
Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak dan/atau
objek pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah.

(7)    Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang Pajak,  maka penonaktifan
atau  penghapusan  NPWPD  tidak  dapat  diterbitkan  oleh  Bupati  atau
Pejabat yang ditunjuk sampai dengan utang Pajak dinyatakan Nihil.

BAB  IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal  15

(1)    Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
(2)    Wajjb   Pajak   melak`ikan    pembayaran    atau    penyetoran    Pajak   yang

terutang dengan menggunakan SSPD.
(3)    Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
(4)     Dalam   hal   sistem   pembayaran   berbasis   elektronik   belum   tersedia,

pembayaran     atau     penyetoran     Pajak     dapat     dilakukan     melalui
pembayaran tunai ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

(5)    Apabila  pembayaran   dilakukan   di   tempat  lain  yang  ditunjuk,   hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat  lx24 (satu
kali dua puluh empat) jam.

(6)     Pembayaran  dengan  cek  Bank/Giro  Bilyet  Bank,   baru  dianggap  sah
apabila telah dilakukan kliring dan masuk ke Rekening Kas Da.erah.

(7)    Wajib  Pajak  menerima  SSPD/tanda  pemba.yaran  lain yang  sah  sebagai
bukti telah melunasi pembayaran Pajak dari Bank yang ditunjuk.

(8)    Dalam  hal  pembayaran   berbasis  elektronik,   SSPD   diterbitkan   secara
elektronik dengan prosedur yang sama pada pembayaran tunai.

(9)    Dalam  hal  batas waktu  pembayaran jatuh  pada  hari  libur  maka batas
waktu pembayaran jatuh pada hari kelja berikutnya.

(10)  Bank  atau  tempat  lain  yang  ditunjuk  wajib  melakukan  rekapitulasi
penerimaan    harian    pajak    daerah    dan    rekonsiliasi   internal    atas
penerimaan pajak daerah.

(11)  Bupati  menetapkan jangka  waktu  pembayaran  atau  penyetoran  Pajak
terutang  untuk jenis  Pajak  yang  dipungut  berdasarkan  penghitungan
sendiri  oleh  Wajib  Pajak  paling  lama   10   (sepuluh)  hari  kerja  setelah
berakhirnya masa pajak.

(12)  Dalam   hal  Wajib   Pajak  tidak   membayar  atau   menyetor  tepat  pada
waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar  1  % (satu persen) per
bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor,
dihitung  dari  tanggal jatuh  tempo  pembayaran  sampai  dengan  tanggal
pembayaran,  untuk jangka  waktu  paling  lama  24  (dua  puluh  empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh  1  (satu) bulan dan ditagih
dengan menggunakan STPD.

Pasal  16

(1)     Pembayaran  melalui  petugas  pemungut dilakukan  dengan  cara sebagai
berikut:
a.   Wajib Pajak menyetorkan pembayaran pajak daerah melalui petugas

pemungut;
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b.   Petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran pajak daerah
darn   Wajjb   Pajak   menyetorkan   ke   Bank   atau   tempat   ]ajn   yang
ditunjuk   pada   hari   yang   sama   melalui   bendahara   penerimaan
Bapenda; dan

c.    dalam hal penyetoran ke bank atau tempat lain yang ditunjuk tidak
dapat   dilakukan   pada  hari  yang   sama  karena  keadaan   di   luar
kekuasaannya,  petugas  pemungut  menyetorkan  pembayaran  pajak
daerah  dari  Wajib  Pajak  pada  hari  kerja  di  kesempatan  pertama
berikutnya.

(2)     Petugas pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BABV
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Kewajiban  Pengjsjan dan Penyampaian

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal  17

(1)    Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SEyl`PD.

(2)     SPTPD   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),   dapat  diperoleh  Wajib
Pajak dengan cara:
a.    mengambil sendiri di TPPD;
b.   dikirim oleh petugas Bapenda; atau
c.    mengakses dengan sistem dcz7ing.

(3)     Setiap   Wajib   Pajak   harus   mengisi   SPTPD   dengan  jelas,   benar   dan
lengkap dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(4)     Penandatanganan  SPTPD  dikecualikan  bagi  Wajib  Pajak  yang  mengisi
secara daring.

(5)     SFTPD    yang    salah    tulis    dapat    dilakukan    pembetulan     dengan
memberikan paraf oleh Wajib Pajak.

(6)     SFTPD   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   paling   sedikit  memuat
peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang dalam satu nasa pajak.

(7)     SFTPD   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   disampaikan   kepada
Kepala  Badan  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  setelah  berakhirnya  nasa
Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

(8)     SPTPD  dianggap  tidak  disampaikan  apabila  tidak ditandatangani  oleh
Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada a.yat (3), dan
tidak  dilampirkan  keterangan  atau  dokumen  sebaga.imana  dimaksud
pada ayat (6) dan ayat (7).

Bagian Kedua
Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal  18

(1)     Pelaporan   SPTPD   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   17   ayat
dila.kukan setiap masa Pajak`

(2)    Jangka  waktu  penyampaian  SPI`PD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1)   paling  lama   15  (lima  belas)   hari  kerja  setelah  berakhirnya  masa
Pajak.
Apabila  batas  waktu  penyampaian  SFTPD jatuh  pada  hari  libur,
batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya.
Dalam   hal  Wajib   Pajak  tidak  menyampaikan   SFTPD   sebelum  jatuh
tempo   penyampaian   SPI`PD   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3),
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat teguran.



Surat  teguran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  diterbitkan  dalam
jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo penyampaian SPTPD.
Surat teguran paling sedikit memuat tanggal jatuh tempo penyampaian
SFTPD setelah diterimanya surat teguran.
Dalaln   hal   SPI`PD   tidak   disampaikan   sampai   tanggal  jatuh   tempo
sebagaimana   disebutkan   pada   ayat   (6),   Bupati   atau   Pejabat   yang
ditunjuk menerbitkan SKPDKB secara jabatan.

(8)     Penyampaian  SPI`PD  wajib  dilampirkan  dokumen  atau  keterangan  lain
yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa:
a.   rekapitulasi peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang dalam satu

masa  Pajak  (rekapitulasi  penerimaan   bulan  yang  bersangkutan),
berikut  tindasan  faktur  penjualan  dan/atau  bentuk  lalnnya  yang
sejenisnya;

b.   rekapitulasi   hasil  perekaman   data  usaha  bagi  Wajib   Pajak  yang
menggunakan alat perekaman data transaksi usaha elektronik; dan

c.    bukti setoran pajak (tindasan SSPD).

Pasal  19

(1)    Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat
memberikan  perpanjangan  jangka  waktu  penyampaian  SPI`PD  untuk
paling lama  1  (satu) bulan.

(2)    Permohonan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   diajukan   secara
tertulis  disertai  alasan  yang  jelas  kepada  Bupati  atau  pejabat  yang
ditunjuk paling lambat sebelum berakhimya batas waktu penyampaian
SPTPD    sebagaimana   dimaksud    dalam   Pasal    18    ayat   (3)    dengan
melampirkan pemyataan mengenai besamya pajak terutang yang harus
dibayar.

Bagian Ketiga
Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 20

(1)    Wajib  Pajak  dengan  kemauan  sendiri  dapat  membetulkan  SPTPD  yang
telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang
belum dilakukan Pemeriksaan.

(2)     Dalam  hal  pembetulan  SPI`PD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
menyatakan lebih bayar,  pembetulan  SprpD  harus disampaikan paling
lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

(3)    Dalam  hal  pembetulan  SPTPD   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
menyatakan  kurang  bayar,  pembetulan  SFTPD  dilampiri  dengan  SSPD
sebagai   bukti   pelunasan   Pajak   yang   kurang   dibayar   dan   sanksi
administratif berupa bunga.

(4)    Atas  pembetulan  SFTPD  yang  menyatakan  kurang  bayar  sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (3)   dikenai   sanksi   administratif  berupa   bunga
sebesar   1%  (satu  persen)   per  bulan  dari  jumlah  Pajak  yang  kurang
dibayar,  dihitung dari tanggal jatuh  tempo pembayaran  sampai dengan
tanggal  pembayaran  untuk jangka  waktu  paling  lama  24  (dua  puluh  |
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh  1  (satu) bulan.

(5)    Atas   kurang   bayar   sebagalmana   dimaksud    pada   ayat    (3),    tidak
dikenakan   sanksi   administratif  berupa   kenaikan   pokok   Pajak  yang
kurang dibayar.



BAB VI
PENELITIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 2 1

(1)    Bupati  atau  pejabat  yang  ditunjuk  melakukan  Penelitian  atas  SPTPD
yang disampalkan Wajib  Pajak sebagalmana dimaksud dalam  Pasal  18
ayat ( 1 ) .

(2)     Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
a.   kesesuaian  batas  akhir  pembayaran  dan/atau  penyetoran  dengan

tanggal pelunasan dalam SSPD;
b.   kesesuaian antara SSPD dengan SPI`PD; dan
c.    kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

(3)    Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SFTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)  diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

(4)    STPD   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (3)   mencantumkan  jumlah
kekurangan  pembayaran  Pajak  terutang ditambah  sanksi administratif
berupa  bunga  sebesar  1  %  (satu  persen)  per  bulan  dari jumlah  Pajak
yang   kurang   dibayar,   dihitung   sejak   saat   terutangnya   Pajak   atau
berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh  1  (satu) bulan.

(5)     Dalam hal hasil Penelitian atas SPI`PD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari
Wajib   Pajak,   Bupati   atau   pejabat  yang   ditunjuk   dapat   melakulran
Pemeriksaan.

BAB VII
KEWAJIBAN F`AKTUR PENJUALAN

Pasal 22

(1)    Setiap Wajib Pajak MBLB wajib menggunakan faktur penjualan, untuk
setiap transaksi penjualan MBLB.

(2)     Faktur    Penjualan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    wajib
dilegalisasikan ke Bapenda dengan cara diperforasi.

(3)    Wajib    Pajak    wajib    melaporkan    data    transaksi    usaha    dengan
melampirkan faktur penjualan pada waktu menyampaikan SPTPD.

BAB VIII
DATA TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 23

(1)    Untuk  menampung perkembangan  teknologi  perekaman  data  transaksi
usaha, Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan komputer.

(2)    Apabila  diperlukan  peralatan  komputer  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) dapat dihubungkan dengan alat perekam data transaksi usaha
oleh Bapenda.

(3)    Setiap  Wajib  Pajak  wajib  memasukkan  seluruh  data  transaksi  yang
teljadi ditempat usaha yang dimiliki untuk kemudian dihimpun sebagai
dasar perhitungan besaran pajak.

(4)    Wajib    Pajak   wajib    melaporkan    hasil    transaksi    penerimaan    atas
penggunaan  peralatan  komputer  secara  berkala  dengan  melampirkan
print  out  hasil   transaksi   pada  waktu  penyampaian   SprpD   kepada
Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.



(5)     Dalam  hal  peralatan  komputer  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
telah   terpasang   alat   perekam   data   transaksi   usaha   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2),  pelaporan  hasil  transaksi  penerimaan  usaha
mengacu   kepada   laporan   yang   terekam   dalam   alat   perekam   data
transaksi usaha tersebut.

BAB IX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 24

(1)    Wajib   Pajak   wajib   melakukan   pembukuan   atau   pencatatan   secara
elektronik dan/ atau non-elektronik, dengan ketentuan:
a.   bagi  Wajib  Pajak  yang  melakukan  usaha  dengan  peredaran  usaha

paling  sedikit Rp4.800.000.000,00  (empat  miliar delapan  ratus juta
rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

b.   bagi  Wajib  Pajak  yang  melakukan  usaha  dengan  peredara.n  usaha
kurang  dari  Rp4.800.000.000,00  (empat  miliar  delapan  ratus  juta
rupiah)   per  tahun  dapat  memilih  menyelenggarakan  pembukuan
atau pencatatan.

(2)    Pembukuan      atau      pencatatan      harus      diselenggarakan      dengan
memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan
usaha yang sebenarnya.

(3)    Pembukuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan
berpedoman   pada   ketentuan   peraturan   perundang-undangan   yang
terkait dengan pembukuan.

(4)    Pencatatan  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  huruf b paling sedikit
memuat   data   peredaran   usaha   atau   data   penjualan   beserta   bukti
pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak
yang terutang.

(5)    Buku,  catatan,  dan  dokumen  yang  menjadi  dasar  pembukuan  atau
pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan
yang   dikelola   secara   elektronik   atau   secara   program   aplikasi   o7tzz.7ie
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  disimpan  selama  5  (lima)
tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak
orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 25

(1)    Bupati  atau  Pejabat yang ditunjuk berwenang  melakukan  Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenal Pajak.

(2)    Pemeriksaan     untuk     menguji     kepatuhan     pemenuhan     kewajiban
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a.  Wajib  Pajak  mengajukan  pengembalian  atau  kompensasi  kelebihan

pembayaran Pajak;



b.  terdapat  keterangan  lain  berupa  data  konkret  yang  menunjukkan
bahwa Pajak yang ten]fang tjdak atau kurang dibayar; atau

c.   Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan
analisis risiko.

(3)    Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dilakukan paling sedikit untuk:
a.    pemberian NPWPD secarajabatan;
b.    penghapusan NPWPD;
c.    penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
d.   pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e.    pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak.

(4)    Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
meliputi   penentuan,   pencocoka.n,   atau   pengumpulan   materi   yang
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 26

(1)    Dalam  pelaksanaan  Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
25, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
a.   memperlihatkan    dan/atau    meminjamkan    buku    atau    catatan,

dokumen    yang    menjadi    dasarnya,    dan    dokumen    lain    yang
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b.   memberikan  kesempatan  untuk  memasuki  tempat  atau  ruangan
yang  dianggap  perlu  dan  memberikan  bantuan  guna  kelancaran
Pemeriksaan; dan/ atau

c.    memberikan keterangan yang diperlukan.
(2)     Dalam  pelaksanaan  Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal

25, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
a.   meminta    identitas    dan    bukti    penugasan    Pemeriksaan    kepada

pemeriksa;
b.   meminta  kepada  pemeriksa  untuk  memberikan  penjelasan  tentang

alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
c.    menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan

atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
(3)     Dalam    hal   Wajib    Pajak   tidak   memenuhi    kewajiban    sebagaimana

dimaksud   pada   ayat  (I),   besamya   Pajak  terutang  ditetapkan   secara
jabatan.

BABX
SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 27

(1)    Dalamjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak,
Kepala  Badan  dapat  menerbitkan  SKPDKB,   SKPDKBT,   SKPDLB,   dan
SKPDN  untuk  jenis   Pajak  yang  dipungut  berdasarkan  penghitungan
sendiri oleh Wajib Pajak.

(2)     SKPDKB  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diterbitkan  dalam  hal
terdapat Pajak yang kurang atau tidak bayar berdasarkan:
a.   hasil Pemeriksaan atau keterangan lain;
b.   penghitungan secara jabatan karena:

1.   Wajib  Pajak  tidak  menyampaikan  SPTPD  paling  lama   15  (lima
belas)   hari   kerja   setelah   berakhirnya   masa   pajak   dan   telah
ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya
sebagaima.na ditentukan dalam Surat Teguran; atau



2.   Wajib  Pajak  tidak  memenuhi  kewajiban  melakukan  pembukuan
atau  pencatataJi  secara  e]ektronik  dan/atau  non  elektronik  dan
kewajiban     Wajib     Pajak     dalam     pelaksanaan     pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 ayat
(1).

(3)     SKPDKBT  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diterbitkan  dalam  hal
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan
menyebabkan   penambahan   Pajak   yang   terutang   setelah   dilakukan
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4)     SKPDN   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   diterbitkan   dalam   hal
jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak
atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

(5)    Dalam   hal   berdasarkan   hasil   Pemeriksaan   sebagaimana   dimaksud
dalam  Pasal  25  terdapat  kelebihan  pembayaran  Pajak,  Kepala  Badan
atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 28

(1)    LJumlah  kekurangan  Pajak yang  terutang  dalam  SKPDKB  sebagaimana
dimaksud    dalam    Pasal    27    ayat    (2)    huruf   a    dikenakan    sanksi
administrat,if berupa bunga  sebesar  1,8%  (satu  koma  delapan  persen)
per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak
saat  terutangnya  Pajak  atau  berakhimya  nasa  Pajak,  bagian  Tahun
Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh  1  (satu) bulan.

(2)    LJumlah  Pajak  yang  terutang  dalam  SKPDKB   sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 27  ayat  (2)  huruf b dikenakan  sanksi administratif berupa
bunga  sebesar 2,2%  (dua  koma  dua  persen)  per bulan  dari  Pajak yang
kurang  atau  terlambat  dibayar,  dihitung  sejak  saat  terutangnya  Pajak
atau  berakhirnya  masa  Pajak,  bagian Tahun  Pajak,  atau Tahun  Pajak
sampai  dengan  diterbitkannya  SKPDKB,   untuk  jangka  waktu  paling
lama  24   (dua  puluh  empat)   bulan  serta  bagian  dari  bulan  dihitung
penuh 1  (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan
sanksi  administratif  berupa  kenaikan  sebesar  25%  (dua  puluh  lima
persen) dart pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak MBLB.

(3)    Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   27   ayat   (3)   dikenakan   sanksi   administratif
berupa kenaikan sebesar  100°/o (seratus persen) dari jumlah kekurangan
Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

(4)     SKPDKB   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dan   ayat   (2),   dan
SKPDKBT  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  wajib  dilunasi  dalam
jangka waktu paling lama 1  (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB XI
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 29

(1)    Dalamjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak,
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

(2)    Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis
Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan  sendiri oleh Wajib  Pajak
dalan hal:
a.   pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
b.   hasil   penelitian   SFTPD   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   21

terdapat  kekurangan  pembayaran  sebagai  akibat  salah  tulis,  salah
hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;



c.    SKPDKB,  SKPDKBT,  Surat Keputusan Pembetulan,  Surat Keputusan
Keberatan,  dan  Putusan  Banding  yang  tjdak  atau  kl]rang  dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d.   Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

(3)    Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a  huruf b,  berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah  dengan
pemberian  sanksi administratif berupa bunga  sebesar  1%  (satu  persen)
per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal
jatuh  tempo  pemba.yaran  sampai  dengan  tanggal  pembayaran,  untuk
jangka  waktu  paling  lama  24   (dua  puluh   empat)   bulan   sejak  saat
terutangnya  Pajak  serta  bagian  dari  bulan  dihitung  penuh   1   (satu)
bulan.

(4)    Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada a.yat (2) huruf
c,  dikenai  sanksi  administratif berupa  bunga  sebesar  0,6%  (nol  koma
enam  persen)  per  bulan  dari  Pajak  yang  tidak  atau  kurang  dibayar,
dihitung  dari  tanggal jatuh  tempo  pembayaran  sampai  dengan  tanggal
pembayaran,  untuk jangka  waktu  paling  lama  24  (dua  puluh  empat)
bulan  sejak  saat  terutangnya  Pajak  serta  bagian  dari  bulan  dihitung
penuh  1  (satu) bulan.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 30

(1)     Utang  Pajak  sebagaimana  tercantum  dalam  SKPD,  SKPDKB,  SKPDKBT,
STPD,  Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan  Keberatan,  dan
Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2)     Atas  dasar  Penagihan  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (I)  yang
belum  jatuh   tempo   pembayaran   atau   pelunasan,   dapat   dilakukan
imbauan.

(3)     Dalam  hal dasar Penagihan  Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilunasi  setelah jatuh  tempo  pembayaran  atau  pelunasan,  dapat
dilakukan    Penagihan    Pajak    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan
perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 3 1

(1)    Dalam  rangka melaksanakan  penagihan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal    30    ayat    (3)    Bupati    berwenang    menunjuk    Pejabat    untuk
melaksa.nakan penagihan.

(2)     Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.   mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b.    menerbitkan:

1.    surat teguran;
2.    surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
3.    surat paksa;
4.    surat perintah melaksanakan penyitaan.,
5.    surat perintah penyanderaan;
6.    surat pencabutan sita;
7.    pengumuman lelang;
8.    surat penentuan harga limit;
9.    pembatalan lelang; dan
10.   surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3)    Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



Pasal 32

Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31  ayat (3) diawali
dengan penerbitan surat teguran.
Surat    teguran    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    diterbitkan
sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval waktu masing-masing surat adalah
7 (tujuh) hari.

(3)    Dalam  jangka  waktu   7   (tujuh)   hari   sejak  diterbitkan   surat  teguran
ketiga,  Waj.ib  Pajak belum  melunasi utang pajak,  terhadap  Penanggung
Pajak diterbitkan Surat Paksa.

(4)    Khusus    untuk    Penanggung    Pajak    yang    telah    disetujui    untuk
mengangsur atau  menunda pembayaran  Pajak,  alas  Utang Pajak yang
diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

(5)    Dalam  hal  kewajiban  pembayaran  Utang  Pajak  sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan
Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

(6)    Surat  Paksa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diberitahukan  atau
disampaikan oleh Jurusita Pa.jak kepada Penanggung Pajak.

(7)     Dalam  hal  Penanggung  Pajak  tidak  melunasi  Utang  Pajaknya  setelah
melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat
Paksa  disampaikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6),  diterbitkan
surat perintah melaksanakan penyitaan.

(8)    Dalam  hal  Utang  Pajak  dan/atau  biaya  Penagihan  Pajak tidak dilunasi
setelah      dilaksanakan      penyitaan      berdasarkan      surat      perintah
melaksanakan  penyitaan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (7),  Pejabat
sebagaimana     dimaksud     dalam     Pasal     31     ayat     (2)     berwenang
melaksanakan  penjualan  secara  lelang  melalui  kantor  lelang  terhadap
barang yang disita.

(9)    Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu
14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

(10)  Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan
paling cepat setelah lewat jangka waktu  14  (empat belas)  hari terhitung
sejak dilakukan penyitaan.

(11)  Hasil   lelang   dipergunakan   terlebih   dahulu   untuk   membayar   biaya
Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Paja.k yang belum
dibayar-

Pasal 33

Jurusita     Pajak     melaksanakan     Penagihan     Seketika     dan     Sekaligus
berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:
a.   penanggung Pajak akan  meninggalkan  Indonesia untuk  selama-1amanya

atau bemiat untuk itu;
b.   penanggung  Pajak  memindahtangankan  barang yang  dimiliki  atau  yang

dikuasai    dalam    rangka    menghentikan    atau    mengecilkan    kegiatan
usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c.    terdapat   tanda-tanda   bahwa   Penanggung   Pajak   akan   membubarkan
badan    usahanya,    menggabungkan    usahanya,    atau    memekarkan
usahanya,   atau   memindahtangankan   perusahaan   yang  dimiliki   atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d.   badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e.    terjadi  penyitaan  atas  barang  Penanggung  Pajak  oleh  pihak  ketiga  atau

terdapat tanda-tanda kepailitan.



Pasal 34

(1)     Dalam  rangkaian  proses  pelaksanaan  Penagihan,  terhadap  Penanggung
Pajak yang tidak  menunjukkan  iktikad  balk melunasi  Utang Pajak dan
memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan
pencegahan dan/ atau penyanderaan.

(2)    Pencegahan  dan/atau  penyanderaan  terhadap  Penanggung  Pajak  tidak
mengakibatkan  hapusnya  Utang  Pajak  atau  terhentinya  pelaksanaan
Penagihan Pajak.

(3)     Pencegahan  dan/atau  penyanderaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1)    dan    ayat    (2)    dilakukan    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan
perundang-undangan.

BAB  XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

(1)    Hak untuk  melakukan  Penagihan  Pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 32  menjadi kedaluwarsa setelah  melampaui waktu 5  (lima)  tahun
terhitung  sejak  saat  terutangnya  Pajak  kecuali  apabila  Wajib  Pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2)     Kedaluwarsa   Penagihan   Pajak   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)
tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2),
a.   diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b.   ada   pengakuan   Utang   Pajak   dari   Wajib   Pajak,   baik   langsung

maupun tidak langsung.
(3)    Dalam     hal    diterbitkan     Surat    Teguran    dan/atau     Surat    Paksa

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf a,  kedaluwarsa  Penagihan
dihitung  sejak  tanggal  penyampaian   Surat  Teguran  dan/atau   Surat
Paksa.

(4)    Pengakuan  Utang  Pajak  secara  langsung  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat   (3)    huruf   b   merupakan   Wajib   Pajak   dengan   kesadarannya
menyatakan  masih  mempunyai  Utang  Pajak  dan  belum  melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

(5)    Pengakuan  Utang  Pajak  secara  tidak  langsung  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (3)   huruf  b  dapat  diketahui  dari  pengajuan  permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Pajak.

(6)    Dalam    hal    terdapat    pengakuan    Utang    Pajak    dari    Wajib    Pajak
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf b,  kedaluwarsa  Penagihan
dihitung sejak tanggal Pengakuan.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 36

(1)     Bupati   melakukan   pengelolaan   piutang   Pajak   untuk   menentukan
prioritas Penagihan Pajak.

( 2 )   ¥aaktiftaanuppeej::£ahtayna::b:i::ni::amde£:earl:iadhg:[na:up=:;t]a3:ai;Etu(%;rk t

(3)    Piutang   Pajak  yang   tidak   mungkin   ditagih   lagi   karena   hak   untuk
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(4)    Piutang  Pajak  yang  dihapuskan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



(5)    Keputusan   Bupati   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (4)   ditetapkan
dengan mempertimbangkan:
a.  pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31  ayat

(3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); dan

b.  hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
(6)    Penagihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)   huruf  a  dibuktikan

dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB XV
KEBERATAN,  BANDING DAN GUGATAN PALJAK

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 37

(1)    Wajib  Pajak  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Bupati  atau  Pejabat
yang  ditunjuk  terhadap   SKPDKB,   SKPDKBT,   SKPDLB,   SKPDN,   atau
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

(2)    Keberatan sebagaimana dimaksud pada a.Vat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang
atau   jumlah    Paja.k    yang    dipotong    atau    dipungut,    berdasarkan
penghitungan Waj.ib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(3)    Pengajuan   keberatan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   harus
diajukan  dalam jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  bulan  seja.k  tanggal
SKPD,  SKPDKB,  SKPDKBT,  SKPDLB,  atau  SKPDN  dikirim  atau  tanggal
pemotongan    atau    Pemungutan,    kecuali   jika    Wajib    Pajak    dapat
menunjukkan  bahwa  jangka  waktu  itu  tidak  dapat  dipenuhi  karena
keadaan kahar.

(4)    Keberatan  dapat  diajukan  apabila  Wajib  Pajak  telah  membayar  Pajak
terutang   dalam   SKPD,   SKPDKB,   SKPDKBT,   SKPDLB,   SKPDN,   atau
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah
yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5)    Keberatan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (I),  ayat (2),  ayat (3), dan  ayat (5)  tidak dianggap sebagai  surat
keberatan.

(6)    Tanda  pengiriman   surat  keberatan  melalui  pengiriman  tercatat  atau
melalui  media  lainnya,  atau  tanda  penerimaan  surat  keberatan  yang
diberikan   Bupati   atau   Pejabat  yang   ditunjuk   kepada  Wajib   Pajak,
menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(7)    Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan
atas jumlah  Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan  keberatan
tertangguh sampai dengan  1  (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

(8)    Jumlah  Pajak  yang  belum  dibayar  pada  saat  pengajuan  permohonan
keberatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (7)  tidak termasuk sebagai
Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pa.sat 30 ayat (1).

Pasal 38

(1)    Bupati   atau   Pejabat  yang  ditunjuk  harus   memberi   keputusan   atas
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1).

(2)    Dalam  memberikan  keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.



(3)    Keputusan  Bupati  atau  Pejabat yang  ditunjuk  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat (] )  djtetapkan  da]am jangka waktu  paling lama  ]2  (dua belas)
bulan  sejak  tanggal  surat  keberatan  diterima  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (7).

(4)    Keputusan  Bupati  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  atas  keberatan  dapat
berupa,
a.   menerima  seluruhnya  dalam  hal  Pajak  terutang  berdasarkan  hasil

penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
b.   menerima   sebagian  dalam   hal   Pajak   terutang  berdasarkan   hasil

penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib
Pajak;

c.    menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama
dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang
diajukan keberatan oleh Wajib Paja.k; atau

d.   menambah  besarnya jumlah  Pajak yang  terutang  dalam  hal  Pajak
terutang  berdasarkan  hasil  penelitian  lebih  besar  dari  Pajak  yang
terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan
oleh Wajib Pajak.

(5)    Apabila   dalam  jangka  waktu   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (3)
Bupati  atau  Pej.abat  yang  ditunjuk  tidak  memberi  suatu  keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 39

(1)    Dalam   hal   pengajuan   keberatan   Pajak   dikabulkan   sebagian   atau
seluruhnya,     kelebihan    pembayaran     Pajak    dikembalikan     dengan
ditambah   imbalan   bunga   sebesar   0,69%   (nol   koma   enam   puluh
sembilan persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24  (dua puluh empat)  bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh  1  (satu) bulan.

(2)    Imbalan  bunga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dihitung  sejak
bulan   pelunasan   sampai   dengan   diterbitkannya   Surat   Keputusan
Keberatan.

(3)     Dalam  hal  keberatan  Wajib  Pajak  ditolak  atau  dikabulkan  sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga
puluh   persen)   dart  jumlah   Pajak   berdasarkan   keputusan   keberatan
dikura.ngi   dengan   Pajak   yang   telah   dibaya.r   sebelum   mengajukan
keberatan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 40

(1)    Wajib  Pajak  dapat  mengajukan   permohonan   banding  hanya  kepada
badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan
oleh  Bupati  atau  Pejabat yang ditunjuk  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  38  ayat  (3)  paling  la.rna  3  (tiga)  bulan  seja.k  keputusan  diterima
dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

(2)     Permohonan  banding  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dial.ukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang
jelas.

(3)     Permohonan      banding      sebagaimana      dimaksud      pada     ayat      (1)
menangguhkan   kewajiban   membayar  Pajak  sampai  dengan   1   (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4)    Pengajuan  banding  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.



Pasal 4 1

(1)    Dalam hal permohonan  banding dikabulkan  sebagian atau  seluruhnya,
kelebihan  pembayaran  Pajak  dikembalikan  dengan  ditambah  imbalan
bunga  sebesar  O,60/o  (nol  koma  enam  persen)  per  bulan  dihitung  dari
Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh  1  (satu) bulan.

(2)    Imbalan  bunga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dihitung  sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

(3)     Dalam   hal   Wajib   Pajak   mengajukan   permohonan   banding,   sanksi
administratif    berupa    denda     sebesar     30%     (tiga    puluh     persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) tidak dikenakan.

(4)     Dalam   hal   permohonan   banding   ditolak   atau   dikabulkan   sebagian,
Wajib  Pajak  dikenai  sanksi  administratif  berupa  denda  sebesar  60%
(enam  puluh  persen)  dari jumlah  Pajak  berdasarkan  Putusan  Banding
dikurangi   dengan   Pajak   yang   telah   dibayar   sebelum   mengajukan
keberatan.

Bagian Ketiga
Gugatan Pajak

Pasal 42

(1)    Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap:
a.   pelaksanaan  Surat Paksa,  surat  perintah  melaksanakan  penyitaan,

atau pengumuman lelang;
b.   keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
c.    keputusan     yang     berkaitan     dengan     pelaksanaan     keputusan

perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 37 ayat ( 1) dan Pasal
38; dan

d.   penerbitan  surat  ketetapan  pajak  atau  Surat  Keputusan  Keberatan
yang dalam  penerbitannya  tidak  sesuai  dengan  prosedur atau  tata
cara  yang   telah   diatur   dalam   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

(2)    Pengajuan  gugatan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-unda.ngan.

BAB XVI
PENGURANGAN,  KERINGANAN,  PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU

PENUNDAAN PBMBAYARAN ATAS POKOK PALJAK,
DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Insentif Fjska] Pajak bagj Pelaku Usaha

Pasal 43

(1)    Dalam  mendukung  kebijakan   kemudahan  berinvestasi,   Bupati  dapat
memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2)    Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan,
keringanan,   dan   pembebasan   atau   penghapusan   atas   pokok   Pajak
dan/ atau sanksinya.

(3)    Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan  atas
permohonan  Wajib   Pajak  atau  diberikan  secara  jabatan  oleh  Bupati
berdasarkan pertimbangan, a.ntara lain:
a..    kemampuan membayar wajib pajak;



b.    kondisi  tertentu  objek  Pajak,  seperti  objek  Pajak  terkena  bencana
alam,  kebakaran,  dan/atau  penyebab  Jainnya  yang  terjadi  bukan
karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran
Pajak;

c.    untuk  mendukung  dan  melindungi  pelaku  usaha  mikro  dan  ultra
mikro;

d.    untuk  mendukung  kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  mencapai
program prioritas Daerah; dan/atau

e.    untuk  mendukung  kebijakan  Pemerintah  dalam  mencapai  program
prioritas nasional.

(4)     Pemberian    insentif    fiskal    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (3)
merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam
pengelolaan keuangan daerah.

(5)    Pemberian  insentif  fiskal  kepada  Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (3)  huruf a  dan  huruf b,  dilakukan  dengan  memperhatikan
fcktor:
a.   kepatuhan   pembayaran   dan   pelaporan   Pajak   oleh   Wajib   Pajak

selama 2 (dua) tahun terakhir;
b.   kesinambungan usaha Wajib Pajak;
c`    kontribusi   usa.ha  dan   penanarnan   modal  Wajib   Pajak  terhadap

perekonomian    daerah    dan    lapangan    kerja    di    daerah    yang
bersangkutan; dan/ atau

d.   faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
(6)     Pemberian  insentif fiskal  kepada Wajib  Pajak  pelaku  usaha  mikro  dan

ultra  mikro  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  c,  dilakukan
sesuai  dengan  kriteria  usaha  mikro  dan  ultra  mikro  dalam  peraturan
perundang-undangan  di  bidang  usaha  mikro,   kecil,   menengah,   dan
koperasi.

(7)     Pemberian  insentif  fiskal  kepada  Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksud
pada   ayat   (3)   huruf  d,   disesuaikan   dengan   prioritas   Daerah   yang
tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

(8)    Pemberian  insentif  fiskal  kepada  Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (3)  huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian
proyek strategis na.sional.

Pasal 44

(I)     Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)
diberitahukan kepada DPRD.

(2)    Pemberitahuan   kepada   DPRD   sebagaimana   dimaksud   pada  ayat   (1)
disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 45

(1)     Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43  ayat  (1)  merupakan  permohonan  Wajib  Pajak,  apabila  diperlukan
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak
untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ( 1).

(2)    Pemeriksaan   Pajak   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   bertujuan
untuk  memastikan  bahwa  Wa.jib  Pajak yang  mengajukan  permohonan
insentif  fiskal  berhak  untuk  menerima  insentif  fiskal  sesuai  dengan
pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3)
dan ayat (5).



Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 46

( 1)    Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak
dapat    memberikan     keringanan,     pengurangan,     pembebasan,     dan
penundaan   pembayaran   atas   pokok  dan/atau   sanksi   Pajak   dengan
memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

(2)    Permohonan     pengurangan,     keringanan,     dan     pembebasan     pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah
ditetapkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.

(3)     Kondisi Wajib  Pajak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  sedikit
berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib
Pajak.

(4)     Kondisi  objek  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  sedikit
berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang
ditempati  Wajib  Pajak  dari  golongan  tertentu,  nilai  objek  Pajak  sampai
dengan  batas  tertentu,  dan  objek  Pajak yang  terdampak  bencana alam,
kebakaran, huru-hara, dan/ atau kerusuhan.

(5)    Pemberian   pembebasan   pajak   sebagaimana   dimaksud   pada   a.yat   (1)
dalam hal objek pajak terkena bencana.

(6)     Bencana   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4)    ditetapkan   dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 47

Dampak  objek  pajak  terkena  bencana  dibedakan  menjadi  3  (tiga)  kategori,
yaitu:
a.      dampak bencana berat dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang

menjadi  objek  pajak  berhenti  beroperasi  untuk  jangka  waktu  paling
sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;

b.     dampak  bencana  sedang  dalam  hal  bencana  mengakibatkan  kegiatan

C.

yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 50°/o (lima puluh persen)
dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon;
dampak   bencana   ringan   adalah   dalam   hal   bencana   mengakibatkan
volume  kegiatan  yang  menjadi  objek  pajak  tersisa  paling  banyak  75%
(tujuh puluh lima persen)  dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan
keuangan pemohon.

Pasal 48

( 1)    Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan perrnohonan wajib pajak
dapat memberikan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksj  admjnjstrasi
berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang.

(2)    Pengurangan   atau   penghapusan   sanksi   administrasi   berupa   bunga,
denda,  dan/atau  kenaikan  pajak  yang  terutang  diberikan  dalam  hal
sanksi  tersebut  dikenakan  karena  kekhilafan  wajib  pajak  atau  bukan
karena kesalahannya.



Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 49

(1)    Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib
Pajak, berupa:
a.    perpanjangan   batas   waktu   pembayaran   atau   pelaporan   Pajak;

dan/atau
b.    pemberian  fasilitas  angsuran  atau  penundaan  pembayaran  Pajak

terutang atau Utang Pajak.
(2)    Perpanjangan     batas     waktu     pembayaran     atau     pelaporan     Pajak

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a  diberikan  kepada  Wajib
Pajak  yang  mengalami   keadaan   ka.har   sehingga   Wajib   Pajak   tidak
mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3)    Perpanjangan     batas     waktu     pembayaran     atau     pelaporan     Pajak
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dapat  diberikan  Bupati
secara   jabatan   atau   berdasarkan   permohonan   Wajib   Pajak   yang
ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4)    Pemberian    fasilitas    angsuran    atau    penundaan    pembayaran    Pajak
terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan  dalam  hal  Wajib  Pajak  mengalami kesulitan  likuiditas  atau
keadaan   kahar   Wajib    Pajak   sehingga   Wajib   Pajak   tidak   mampu
memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5)    Pemberian    fasilitas   angsuran    atau   penundaan    pembayaran    Pajak
terutang atau  Utang Pajak  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (4)  dapat
diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan
dalam Keputusan Bupati.

(6)    Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4),  Bupati  memperhatikan
kepatuhan  Wajib  Pajak dalam  pembayaran  Pajak  selama 2  (dua)  tahun
terakhir.

(7)    Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), dapat berupa:
a.    menyetujui jumlah  angsuran  Pajak  dan/atau  masa  angsuran  atau

lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
b.    menyetujui    sebagian   jumlah    angsuran    Pajak    dan/atau   masa

angsuran atau lamanya penundaan  yang  dimohonkan  Wajib  Pajak;
atau

c.    menolak permohonan wajib pajak.
(8)    Persetujuan   atau   persetujuan   sebagian   angsuran  atau   penundaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7)  huruf a dan  huruf b  paling lama
diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9)    Pembayaran  angsuran  setiap  masa  angsuran  dan  pembayaran  Pajak
yang  ditunda  disertai  bunga  sebesar  0,6°/o  (nol  koma  enam  persen)  per
bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

(10)  Keadaan   kahar   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   dan   ayat
meliputi:
a.   bencana alam;
b.   kebakaran;
c.    kerusuhan massal atau huru-hara;
d.   wabah penyakit; dan/atau
e.   keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(11)  Bupati     dalam     memberikan     fasilitas     angsuran     atau    penundaan
pembayaran pajak dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang
ditunjuk.



Bagian Keempat
Prosedur Keringanan, Pengurangan, Pembebasan serta Pengurangan dan

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah

Pasal 50

(1)     Pemohon   mengajukan   permohonan   pengurangan,    keringanan,    dan
pembebasan pajak daerah,  serta pengurangan dan penghapusan sanksi
administrasi pajak daerah secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat
yang ditunjuk dengan  dilampiri  persyaratan  administrasi  paling lambat
1  (satu)  bulan  sejak menerima STPD,  SKPDKB,  SKPDKBT,  SKPDN,  atau
SKPDLB.

(2)     Persyaratan  administrasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah
sebagai berikut:
a.    salinan identitas pemohon;
b.   surat kuasa dan Salinan identitas penerima kuasa;
c.    Salinan SSPD yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
d.    salinan STPD,  SKPDKB,  SKPDKBT,  SKPDN,  atau  SKPDLB yang akan

diajukan permohonan;
e.    surat keterangan dari Aparatur Pemerintah Kabupaten;
I.    bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan,

keringanan dan penghapusan Pajak yang terhutang; dan
9.   bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah masa pajak/tahun pajak

sebelumnya.
(3)    Permohonan  pengurangan,  keringanan  dan  penghapusan  pajak beserta

sanksi administrasinya berlaku untuk satu jenis pajak dalam masa dan
tahun yang bersangkutan.

Pasal 51

Pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,
dapat  diberikan  paling  tinggi  sebesar  30°/o  (tiga  puluh  persen)  dari  pajak
terutan8.

Pasal 52

(1)    Bapenda   melakukan   pemeriksaan   berkas   permohonan   pengurangan,
keringanan,  pembebasan  pajak  atau  pengurangan  atau  penghapusan
sanksi administrasi paling lama  1  (satu) bulan sej.ak tanggal diterimanya
berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

(2)    Bapenda  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  berkas  permohonan  dapat
melakukan  peninjauan  ke  lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen
penunjang selain yang dipersyaratkan.

(3)     Hasil  pemeriksaan  digunakan   sebagai  dasar  pengambilan  keputusan
Bupati   atau   Pejabat  yang  ditunjuk  untuk   menerima  atau   menolak
permohonan.

(4)    Keputusan    Bupati   atau    Pe].abat   yang   ditunjuk   atas   permohonan
pengurangan,  keringanan,  dan  pembebasan  pajak,  atau  pengurangan
atau  penghapusan  sanksi  administrasi  diberikan  paling  lama  3  (tiga)
bulan  sejak  tanggal  diterimanya  permohonan  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 50 secara lengkap dan benar.

(5)     Dalam  hal  jangka.  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)   telah
terlampaui dan tidak ada keputusan,  maka permohonan,  pengurangan,
keringanan,   dan   pembebasan   pajak  daerah   serta   pengurangan   dan
penghapusan sanksi administrasi pajak daerah dianggap diterima.



BAB XVII
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 53

(1)    Atas  permohonan  Wajib  Pajak  atau  karena  jabatannya,   Bupati  atau
Pejabat  yang  ditunjuk  dapat  melakukan  pembetulan  STPD,  SKPDKB,
SKPDKBT,  SKPDN,  atau  SKPDLB  yang  dalam  penerbitannya  terdapat
kesalahan    tu]is    dan/atau    kesalahan    hitung   dan/atau    kekeliruan
penerapan  ketentuan  tertentu  dalam  peraturan  perundang-undangan
perpajakan Daerah.

(2)     Pembetulan   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   ditetapkan  dalam
Surat Keputusan Pembetulan.

(3)     Dalam   hal   pembetulan   didasarkan   atas   permohonan   Wajib   Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
menindaklanjuti   permohonan   tersebut   dengan   melakukan   penelitian
terhadap permohonan Wajib Pajak.

(4)    Dalam  rangka  penelitian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  Bupati
atau  Pejabat  yang  ditunjuk  dapat  meminta  data,  informasi,  dan/atau
keterangan yang diperlukan.

(5)    Dalam   ha.I   pembetulan   didasarkan   atas   permohonan   Wajib   Pa.jak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (2)  dalam jangka  waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan  sejak
tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(6)     Surat  Keputusan   Pembetulan   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (5)
berisi keputusan berupa:
a.  mengabulkan    permohonan    Wajib    Pajak    dengan    membetulkan

kesalahan   atau   kekeliruan   yang   dapat   berupa   menambahkan,
mengurangkan,  atau  menghapuskan  jumlah  Pajak  yang  terutang,
maupun  sanksi  administratif berupa  bunga,  denda,  dan  kenaikan
Pajak; atau

b.  membatalkan  STPD  atau  membatalkan  hasil  Pemeriksaan  maupun
ketetapan  Pajak  yang  dilaksanakan  atau  diterbitkan  tidak  sesuai
dengan tata cara yang ditentukan; dan

c.   menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XVIII
TATA CARA PENGEMBALIAN  KELEBIHAN  PEMBAYARAN PALJAK

Pasal 54

(1)    Atas   kelebihan   pembayaran   Pajak,   Wajib   Pajak   dapat   mengajukan
permchoman pengemba]jan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)    Permohonan    pengembalian    kelebihan    pembayaran    Pajak    Daerah
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   diajukan   dengan   ketentuan
sebagai berikut:
a.    ditandatangani oleh wajib pajak;
b.   dalam   hal   permohonan   ditandatangani   oleh   bukan   wajib   pajak

harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
c.    diajukan  secara  tertulis  dalam  Bahasa  Indonesia  disertai  alasan

yang jelas; dan
d.   dilampiri   fotokopi  ketetapan   pajak  dan   SSPD  yang  dimohonkan  t

kelebihan pembayaran.
(3)    Bupati    atau    Pejabat    yang    ditunjuk    melakukan    penelitian    atau

penghitungan  kembali  atas  permohonan  kelebihan  pembayaran  Pajak
Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.



(4)     Hasil   penelitian   atau  penghitungan   kembali   sebagaimana  dimaksud
pada ayat (3) digunakan sebagai dasar memberi keputusan.

(5)    Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam I.angka waktu paling lama  12
(dua    belas)    bulan    sejak    diterimanya    permohonan    pengembalian
kelebihan  pembayaran   Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
harus memberikan keputusan.

(6)    Apabila  jangka   waktu   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (5)   telah
dilampaui  dan  Bupati  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  tidak  memberikan
suatu    keputusan,    permohonan    pengembalian    pembayaran    Pajak
Daerah  dianggap  dikabulkan  dan  SKPDLB  harus  diterbitkan  dalam
jangka waktu paling lama 1  (satu) bulan.

(7)    Apabila   wajib   pal.ak   mempunyai   utang   Pajak   lalnnya,    kelebihan
pembayaran   Pajak   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.

(8)    Jika wajib pajak untuk periode atau masa pajak berikutnya masih ada
kewajiban    yang    belum    terpenuhi/dibayar,    kelebihan    pembayaran
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (7)   akan   diperhitungkan   untuk
membayar kewajiban Pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

(9)    Jika wajib pajak tidak mempunyai utang atau kewajiban pajak periode
berikutnya,  pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak  sebagaimana
dimaksud pada ayat (7)  dilakukan  dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(10)  Jika   pengembalian   kelebihan   pembayaran   pajak   dilakukan   setelah
lewat  2  (dua)  bulan,  Bupati  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  memberikan
imbalan  bunga  sebesar  0,6  %  (nol  koma  enam  persen)  perbulan  atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB XIX
PEMBINAAN,  PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 55

(1)    Bapenda melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atau uji
petik  dan  berkoordinasi  dengan  Perangkat  Daerah  yang  terkait  serta
lnstansi   lain   untuk   melakukan   penegakan   peraturan   perpajakan
daerah,

(2)    Pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian  atau  uji  petik  sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Tim yang di tunjuk oleh Bupati.

BABX
SANKSI

Pasal 56

Dalam  hal  Wajib  Pajak  tidak  memenuhi  kewajiban  di  bidang  perpajakan
Daerah,  Wajib  Pajak  dikenakan  sanksi  administratif berupa  bunga,  denda,
dan/atau kenaikan Pajak.

Pasal 57

(1)    Wajib   Pajak   yang   tidak   melaksanakan   kewajiban   pelaporan
sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  18  ayat (1)  dapat dikenakan
administratif berupa denda.

(2)     Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan STPD dalam satuan mpiah sebesar:
a.   Wajib Pajak orang pribadi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu

rupiah) untuk setiap SPTPD; dan



b.   Wajib  Pajak  badan  sebesar  Rp50.000,OO  (lima  puluh  ribu  rupiah)
untuk setiap SFTPD.

(3)     Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak   dikenakan  jika   Wajib   Pajak   mengalami   keadaan   kahar   oforce
majeure).

BAB XXI
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK

DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisa.si Pemungutan Pajak

Pasal 58

( 1)    Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak
dengan:
a.    Pemerintah;
b.   Pemerintah Daerah lain; dan/atau
c.    pihak ketiga.

(2)     Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.   pertukaran    dan/atau    pemanfaatan    data    dan/atau    informasi

perpajakan,  perizinan,  serta data dan/atau informasi lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.   pengawasan    Wajib    Pajak    bersama    sesuai    dengan    ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c.    pemanfaatan  program  atau  kegiatan  peningkatan  pelayanan  kepada
masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

d.   pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
e.    peningkatan  pengetahuan  dan  kemampuan  aparatur  atau  sumber

daya manusia di bidang perpajakan;
f.    penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
9.    kegiatan  lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan

didasarkan  pada  pertimbangan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan
publik serta saling menguntungkan.

(3)    Kerja   sama  yang   dapat   dilaksanakan   bersama   dengan   Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a sampan dengan huruf e dan/atau huruf g.

(4)    Kerja  sama  yang  dapat  dilaksanakan  bersama  dengan  pihak  ketiga
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  c  meliputi  bentuk  kerja
sama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  c  sampai  dengan
huruf g.

Pasal 59

(1)     Pemerintah Daerah dapat:
a.   mengajukan   penawaran   kerja   sama   kepada   pihak   yang   dituju

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat ( 1); dan
b.   menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 58 ayat (I).
(2)    Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58  ayat (2)  dituangkan

dalam   dokumen   perjanjian   kerja   sama   atau   dokumen   lain   yang
disepakati para pihak.

(3)    Khusus untuk bentuk kerja sama  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal
58  ayat  (2)  huruf  a,  dokumen  perjanjian  kerja  sama  ditetapkan  oleh
Bupa.ti bersama mitra kerja sama.



(4)    Dokumen  perjanjian  kerja  sama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
a.    subjek kerja sama;
b.   maksud dan tujuan;
c.    ruang lingkup;
d.   hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
e.   jangka waktu perjanjian;
f.     sumber pembiayaan;
9.    penyelesaian perselisihan;
h.   sanksi;
i.     korespondensi; dan
j.     perubahan.

Bagian Kedua
Penghimpunan Data dan/ atau lnformasi

Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 60

(1)     Dalam   rangka   optimalisasi   Pemungutan   Pajak,   Pemerintah   Daerah
dapat meminta data dan/ atau informasi kepada pelaku usaha penyedia
sarana    komunikasi    elektronik    yang    digunakan    untuk    transaksi
perdagangan.

(2)    Data  dan/atau  informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa
data  dan/atau  informasi  yang  berkaitan  dengan  orang  pribadi  atau
Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha..

BAB XXII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Dokumen  yang  harus  dilengkapi  dalam   pelaksanaan  pemungutan   Pajak
MBLB   sebagaimana  tercantum  dalam   Lampiran  yang  merupakan   bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a.    Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor  44  Tahun  2011   tentang  Petunjuk

Pelaksanaan   Peraturan   Daerah   Nomor   1   Tahun   2011   tentang   Pajak
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011  Nomor-4); din   t

b.    Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor  75  Tahun  2019  tentang  Pedoman
Pelaksanaan  Pendataan  dan  Pendaftaran  Pajak  Daerah  (Berita  Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 75),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar  setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
BupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerahKabupatenKubuRaya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal  3  0oeeubar
PENJABAT BUPATI KUBU

ho
faayvA,\

+SXAIRERTM:NZAIMAIIN/
Diundangkan di Sungal Raya
pada tanggal . . .W
SEKR

YUSR
BERIT

tpeSaHtxar

DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ZAM
RAH KABupATEN KUBu RAyA TAHUN ..ape.v..  NOMOR  ..y.?



-PIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU  RAYA
NOMOR     u`      TAHUN2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM  DAN TATA CARA
PEMUNGU'l`AN  t'AJAK Mt31,B

A.       FORMAT F`ORMULIR PENDAFTARAN  NPWPD

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Supadio Telp.  (0561) 722744 Fax.  (0561 ) 734026  Kode Pos 78391

SUNGAI RAYA

FORMULIR PENDAFTARAN WAJ]B PAJAK

Nomo r Pendaftara n

Kepeda
Ytll.   Badan Pendapatan Daerah

Kab. Kubu Raya
di-Sungal Raya

1       Harap djisi dalam rangkap 3 (tiga) dengan  hurufcetak
2      Setelah diisi, stemple dan dhanda tangani,  harap diserahkan  Kepada Badan Pendapatan  Daerah  Kabilpaten Kubu  Raya

3    :!e:::nadd:°vHp°at:i::oBfaAkpE
A 08164900-644§

yang disediakan.

A.    DIISI OLEH WAJIB PAJAK
Keterangan mengenai Badan  Usaria
1.    NamaBadan usaha
2.    Alamat Kantorrusaha
3.     No.  Handphone
4.     NomorKTP/NPVVP
5     AlamatTempat usaha

Keterangan Wajlb Pajak/Penanggung Jawab

1.    Alamat Kantor/Usaha
2     JabataM3eker]aan

I     3.     AlamatTempatTlnggal                                                                                                                                                                                                                               14Suratlzinyangdimllki

-           Suratlzin                                            .            No.  .       .                                                                  ..        Tgl          .

-Suratlzin     ,                                                No..     ,,                                                               ,,..Tgl         .

5      lzinusaha

B.    KETERANGAN TE NTANG OBJEK PAJAK

I PB._IT ._lasa perhotelan Reklarne

EPBJTMakandan/atauMinuman Air Tanah

E]:::::::::::,,andanH,buran

Sarang Bumung Walet

I Mlneral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

20......,

Pendaftar

Nama Jelas

Tanda Tangan

Nama Jelas

Tanda Tangan

Wajib Pajak

DllsI OLEH PETUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Di'erima
Nama
NIP

Tanda Tangan

gunting disini
TANDA TERIMA PENDAFTARAN WAJ!B PAJAK

No  Formullr

Nama Jelas
Alamat

Yang menerima,

20.I..."



8.       FORMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

PERHATIAN
Kartu  ini  harap  disimpan  baik-baik  dan  apabila  hilang
agar segera melapor ke Bapenda Kabupaten Kubu Raya
NPWPD    agar   dicantumkan    dalam    hal    berhubungan
derigan   dokumen    perpajakaji   daerah    di    lingkungan
Kabupaten l{ubu Raya
Dalam  hal ada  perubahan  data atau Wajib Pajak  hendak
mengajukan   penghapusan   NPWPD,   agar   melaporkan
diri ke Bapenda Kabupaten Kubu Raya



C.       FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

PEMEFi.INTAH  KABUPATEN  KIJBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio,  Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)
Nomor

Sesuai dengan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB, dengan ini menerangkan
bahwa:

1. Nana Wajib Pajak

2. Alamat

3.  NPWPD

4.  NIK

5.  NOPD

6. Jenis Pajak

7. Nana Objek/Usaha
8. Alamat

telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak ........................ dan memiliki
kewajiban perpajakan daerah antara lain :
a.  untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan  sendiri  (Pr.i.7tsgiv Set/

Assesmeric)  Wajib  Pajak  melakukan  perhitungan,  pembayaran  dan  pelaporan
Surat Pembentahuan Pajak Daerah (SFTPD) sendiri sesuai peraturan peapajakan
yang berlaku.

b.  untuk  jenis   pajak   yang   dipungut   berdasarkan   penetapan   (Prz7.ls!P   OjFer.cl!
Assesmen€) , Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang
dengan  menerbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  (SKPD)  berdasarkan  Nota
Peri_gantaLr Perhitungan a.tau dokLi.in.en lain yang dipersarnakan sesual peratLi.ran
perpajakan yang berlaku.

Selaln   kewajiban   pelpajakan
perpajakan   sesuai   peraturan
berlarfu.

daerah   diatas,   Wajib   Pajak  juga   memiliki   hak
perundang-undangan   dibidang   perpajakan   yang

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



D.      F`ORMAT SURAT IMBAUAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DA.ERAH
Jalan  Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor
Lampiran
Perihal      : Imbauan pendaftaran

Wajib Pajak

Sungal Raya_ ,.,,

Kepada Yth ..........

di

Berdasarkan  data  pada  administrasi  kami,  Saudara  telah  memenuhi  syarat
subjektif  dan   objektif  sebagai   seorang  Wajib   Pajak   seperti  yang   diatur   dalam
peraturan   perundang-undangan   perpajakan   daerah.    Sehubungan   dengan   hal
tersebut,   kami  menghimbau   Saudara  untuk  melaksanakan  kewajiban   Saudara
dengan mendaftarkan diri pada kantor kami untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib
Pajak  Daerah  (NPWPD).  Dengan  mendaftarkan  diri  dan  membayar  pajak  daerah,
Saudara  turut  berpartisipasi   dalam   pembangunan   daerah   melalui   pembiayaan
penyediaan  sarana dan prasarana yang dibutuhkan,  sehingga akan  meningkatkan
kegiatan ekonomi daerah, kesempatan berusaha dan membuka lapangan kelja, serta
tersedianya sarana pendidikan dan kesehatan.

Respon Saudara kami tunggu dalam jangka waktu  14 (empat belas) hari sejak
surat ini diterima untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah   (NPWPD).   Bersama   surat   ini   kami   lampirkan   daftar   persyaratan   yang
diperlukan   untuk   melakukan   proses   pendaftaran   serta   formulir   yang   harus
dilengkapi.   Dalam   hal   Saudara  membuLuhkan   penjelasan   lebih   lanjut,   silakan
menghubungi kami atau datang ke kantor kami untuk konsultasi pada hari dan jam
kerja. Apabila dalam jangka waktu di atas Saudara belum memberikan respon, maka
akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada.

Demikian  diinformasikan,  atas  perhatian  dan  keriasarna  Saudara  diucapkan
terima kasih. Semoga usaha Saudara semakin maju dan berkembang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



E.       FORMAT STIKER PERINGATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN  DAERAH

PERINGATAN
TEMPAT uSAf-'!A  IN!

BELur¢i  TERc}AFTAR  SEBAGAj WAj!B  PAJAK  DAEF{AH  ;

T{DAIA  BERSEC!iA  riiEMBAyAR pAjAK  DAERAH

.I    r\ `.`   [}_^'. _.i '`.   ..'.  `.j, ~.  i  I_      .   ,3J_.i.  tL.I   JiL;:= . .<\    ;    Li  `;.i`   ..i= ;. =T,c. i,  I  A-t;:

-,--    (   -A         t'.I    i    ,-,. `,,,",I.J\   i   i,I.      ` ,,..  I--`.1!        r,-I`r/  ,.,-. I-I-'`    /I    +I     .,    ,`./A,   ."`

` ,.,,. h~,_a   .`i.,E_at.   I.    .i  r`,.  ~LA  .,     1_.,tL   ^¥;  I    ~.i_i+

UNTUK PENDAFTARAN  PADA aADAr\i F.ENDAPATAhi DAERAi+
»^1 PELAVANAV PUBLlr{ JL   ARTEfil SUP^DIO

\TERlilTUNG  T^NGGAl   :



F.       FORMAT KEPUTUSAN PENERBITAN NPWPD SECAI\A JABATAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBu  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAEFAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAEFIAH
NOMOR. . . ' ' . . ' ' . . ' .........

TENTANG
PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PALJAK DAERAH (NPWPD)

SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Menimbang          : bahwa berdasarkan basil pemeriksaan sebagaimana dituangkan
dalam             Laporan             H asil             Pemeriksaan             ( LH P)
nomor ....... tanggal .......... terhadap Potensi Wajib Pajak Ban yang
telah memenuhi persyaratan subjektif dan objelctif sesuai dengan
peraturan    perundang-undangan    perpajakan    daerah,    perlu
menetapkan  keputusan  penerbitan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak
Daerah (NPWPD) secara jabatan;

Mengingat 1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak   dan Retribusi Daerah;

`2.  Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor ......... Tahun ...... tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan          :  KEPUTUSAN  KEPALA BADAN  PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
PENERBITAN  NOMOR  POKOK WAJIB  PAJAK  DAERAH  (NPWPD)
SECARA JABATAN.

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Memberikan  keputusan  penerbitan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak
Daerah     (NPWPD)     secara    jabatan    terhadap    Wajib     Pajak
sebagaimna tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan
Pendapatan  Daerah  ini,  yang  merupakan  bagian  yang  tidak
terpisahkan  dari  Keputusan  Kepala  Badan  Pendapatan  Daerah
mi.

Sesuai diktum PERTAMA, terhadap Wajib Pajak diterbitkan Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWPD dan disampaikan
secara  langsung  atau  disampaikan  melalui  pos  dengan  bulcti
pengiriman  surat,  atau jasa  pengiriman  lainnya  dengan  bukti
pengiriman.
Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala    Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan  yang
berlarfu.

Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan  Daerah ini mulal berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



a.      FORhIAT SUIIAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWPD

PEMERINTAH  KABuPATEN  KUBU RAYA

BADAN PENDAPATA_N DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Lampiran:  I berkas
Perihal    :   Penghapusan NPWPD

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nana
NIK
Alanat
Nomor Telepon

Kepada:
Yth. Bupati Kubu Raya
c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah
di
SEI  RAYA

sebagai Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *), atas:
1.  NPWPD
2. Nana Wajib Pajak
3. Alamat Wajib Pajck
4. Jenis Pajak Daerah
5. Penanggrng Jawab

rriefiyatakan  tidak  memeriuhi  persyaratan  subjektif  dan  objekinf  scsual
den8an
ketentuan   perundang-undangan   perpajakan   daerah   untuk   ditetapkan
sebagai
Wajib Pajak dengan alasan:

Wajib Pajak telal-1 irieninggal dunia.

Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-1amanya.

Wajib Pajak memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama.
Wajib Pajak telah menghentikan usahanya.
Wajib Pajak Badan telah dibubarkan.

Alasan lain

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

•`..`````````````,      ````.````,``

wiajib Pajak / Wakil /
Kuasa Wajib Pajak *)

*) coret yang tidck perlu



H.      FORnIAT KEPLTTusAN PENGHApusAN NpwpD

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR........

TENTAVG
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PALJAK DAERAH (NPWPD)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca

Menimbang

Men8ingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

surat permohonan penghapusan NPWPD, atas nana Wajib Pajak/
kuasa      Wajib      Pajak      *)

tanggal  .....................    atas  NPWPD  nomor
yang diterima berdasarkan tarlda terima nomor

tanggal      ................,      perlu      diterbitkart.
keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;

bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan
dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  Penghapusan  NPWPD

tanggal                                        p erlu
menetapkan keputusan penghapusan  NPWPD  atas permohonan
penghapusan NPWPD dimaksud;

:  1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor   13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor ......... Tahun ...... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.

MEMUTUSKAN:

:  KEPUTUSAN  KEPAIA BADAN  PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
PENGHAPUSAN     NOMOR     POKOK    WAJIB     PAJAK     DAERAH
(NPWPD).

:  Mengabulkan/ Meric}lc:.k*) atas permohor`_art_ penghapusan_ NPWPD
untuk:

1 .  NPWPD
2. Wa].ib Pajak
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah

Penghapusan   NPWPD   sebagaimana   dimaksud   dalam   diktum
PERTAMA   hanya   ditujukan   untuk   kepentingan   administrasi
perpajakan   daerah   semata   tanpa   menghilangkan   kewajiban
perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak.
Apabila  di kemudian hari ternyata  diketahui terdapat kekelin]an
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesual   ketentuan  yang
berlarfu.

Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan  Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



I.        F`ORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD

PEMERINTAH KABUPATEN  KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan  Supadio, Telepon  (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR...........

TENTANC}
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH  (NPWPD)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH ,

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

surat permohonan penghapusan NPWPD , atas nana Wajib Pajak/
kuasa      Wajib      Pajak      *)

tanggal  .......   atas  NPWPD  nomor
yang diterima berdasarkan tanda terima nomor

tanggal     .............,     perlu     diterbitkan
keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;

: bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan
dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  Penghapusan  NPWPD
nomor  ..............   tanggal  .............   perlu  menetapkan keputusan
penghapusan  NPWPD  atas  permohonan  penghapusan  NPWPD
dimaksud;

:  1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.

MEMUTUSKAN:

:  KEPUTUSAN KEPAIA BADAN PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
PENGHAPUSAN     NOMOR     POKOK    WAJIB     PAJAK     DAERAH
(NPWPD).

Mongabulllon/ Menolak +) atae pelmohonan pcnghapusan NFWPD
untuk:
1.  NPWPD
2. Wajib Pajak
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan diktum  PERTAMA,  Wajib Pajak tetap  dinyatakan
sebagal Wajib

Penolakan sebagaimana diktum PERTAI\IA disebabkan:
Wajib   Pajak  masih   memenuhi  persyaratan   subjektif  dan
objektif sebagai Wajib Pajak.
Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif   sebagal   Wajib   Pajak,   tetapi   Wajib   Pajak   masih
memiliki utang pajak atau Wajib Pajak masih memiliki proses
administrasi dan/ atau proses hukum.

: Dalam  hal  penolakan  disebabkan  terdapat  utang  pajak  atau
proses administrasi dan/atau proses hukum, Wajib Pajak dapat
mengajukan kembali permohonan penghapusan  NPWPD setelah
melunasi  utang  pajak  atau  menyelesaikan  proses  administrasi
dan/ atau proses hukum.



KELIRA

KEENAM

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekelinian
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesual   ketentuan  yang
berlaku.

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



J.       FORMAT KEPUTLTSAN PENGHAPUSAN NPWPD SECARA JABATAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan  Supadio, Telepon  (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab,go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR. . ' . ' ' ............ ' ' .

TENT-ENG
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH ,

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagalmana dituangkan
dalam             Laporan             Hasil             Pemeriksaan             (LHP)
nomor ....... tanggal .......... terhadap  data  Wajib  Pajak yang  sudah
tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagal Wajib
Pajak, perlu menetapkan keputusan penghapusan Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan;

1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan          : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
PENGHAPUSAN     NOMOR     POKOK    WAJIB     PAJAK     DAERAH
(NPWPD)  SECARA LJABATAN.

PERTARA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Memberikan keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah     (NPWPD)     secara    jabatan     terhadap    Wajib     Pajak
sebagalmana   tercantum   dalam   Lampiran   Keputusan   Kepala
Badan  Pendapatan  Daerah  ini,  yang  merupakan  bagian  yang
tidak  terpisahkan  dari  Keputusan   Kepala  Badan  Peridapatan
Daerah ini.

Penghapusan   NPWPD   sebagaimana   dimaksud   dalam   diktum
PERTAMA   hanya   ditujukan   untuk   kepentingan   administrasi
perpajakan   daerah   semata   tanpa   menghilangkan   kewajiban
perpajakan   yang   hanis   dilakukan   oleh   Wajib   Pajak   yang
bersangkutan.

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala    Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliman   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan  yang
berlaku.

Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan  Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SDI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



K. FOP`twAT FORMULIR SURAT PEMBEI\lTAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK MBLB

PEMERINTAH KABuPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAEi
JI. Supadio Telp. (0561) 722744 Fax. (0561) 734026 Kode Pos

78391
SUNGAI  RAYA

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAEARAH (SPTPD)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

(Perda Kat)upaten Kubu Raya Nomor 13Tahun 2023)

No  SPTPD

Masa Pajak

Tahun Pajak

Jen,spermohonan     . I  BaruE  Bu,anan
NPVVPD

Kepada

Yth. Badan Pendapatan Daerah

Kab. Kubu Raya

di-Sungai Rayaill
Perhatian

1.     HaraD diisi dalam rarigkap 3 (.tlga) dengan  huruf cetak,

2.    Setelah  diisi,  stemple dan ditanda tanganl,  harap diserahkan  Kepada Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten  Kubu

F`aya, JI   Supadio Hot]ine BAPENDA 08164900-6445,  paling  lambat pada tanggal 15 setiap bulannya

3.    Beri tanda ly pada kotak   Hyang dlsedlakan.

4.    Kcterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

A.    IDENTITAS WAJIB PAJAK

1.     Nama Lengkap pemilik

2.    Alamat Tempat tinggal

3.     NomorKTP / NP\/VF'

4.     NamaBadan
'5'A

arriat Tempai Usatia

6      N            H     d   h

7      NomordanTanggalsITU/SIUP    .

8.    IDENTITAS OBJEK PAJAK

1       Jen`sMBLB

2LA'

3      Volumeyangdiambil/diolah    .4Lka'Pb.I

C. PAJAK HARUS DIBAYAR
NO Jenis MBLB VOLUME  (M3) NILAI  PASAR (Rp) TAR'F (%) POKOK PAJAK (Rp)

D.    DATA PENDUKU NG LAMPIRAN *)
1.       Laporancheckponit Ada / Tidak ada .)

2
I

Demiklan formulir ini diisi  be§erta  lampiran-Iampirannya adalah benar dan lengkap, dan apablla terdapat ketidak benaran
dalam  memenuhl  kewa|iban  pengisian  SPTPD,  saya bersedia dikenakan sank§i sesua`I dengan  Peraturan  Daerah yang
berlaku.

Petugas Penerima

Dlterimatangga)      .

Nama Jelas

Tanda Tangan Pemohon

(Nama Jelas dan Slempel)



L.       F`OP`MAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PENYAMPAIAN SPTPD

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RA`T'A

BADAN PENDAPATA.N DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Lampiran :
Perihal      : Perpanjangan

Penyanpaian SPTPD

Kepada:
Yth.  Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kubu Raya
di

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nana
NIK

Alamat
Nomor Telepon
sebagal Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *), atas:
1.  NPWPD
2.  Nana Wajib Pajak   :
3. Alarnat Wajib Pajak:
4. Jenis Pajak Daerah :
5.  Penanggung Jawab :
mengajukan permohonan perpanjangan penyampalan SFTPD untuk Masa Pajak

dengan alasan

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

*) coret yang tidak perlu



M.      FORMAT SLTRAT PEMBERITAHLTAN PEP`PANJANGAN PENYAMPAIAN SPTPD

PEMERINTAH  RABUPATEN  KUBu RAYA

BADAN PENDAPATAN DAEFA.H
Jalan  Supadio, Telepon (0561) 722744,  Fakeimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayal{ab.go.id

Nomor
Lanpiran
Perihal      : Pemberitahuan perpanjangan

Penyampaian SPTPD

Sungai Raya,  , , c .

Kepada Yth .....

di

Sehubungan   dengan   surat   Saudara   nomor
yang  diterima  berdasarkan  tanda  terima  nomor

tanggal
tanggal

bersalna ini disampaikan bahwa permohonan perpanjangan
penyampaian SFyl`PD untuk:
I.    NPWPD

2.   Nana wajib pajck
3.   Alamat Wajib Pajck
4.   LJenis Pajak Daerah

disetujui dcngan batas akhir penyampaian SPTPD Masa Pajak
sampal  dengan  tanggal

telah
diperpanjang

Terhadap  pajak yang kurang  dibayar
akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar  1% (satu persen) per
bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran yang sehamsnya sebelum adanya
persetujuan   perpanjangan   penyampaian   SFTPD   ini   sampai   dengan   tanggal
pembayarari.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



N.       FORMAT SURAT TEGURAN PBNYAMPAIAN SFTPD

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DA.ERAH
Jalan  Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakeb.go.id

SURAT TEGURAN

Menurut data kami, Saudara belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah       (SPI`PD)       untuk      nasa      pajak ......... tahun ...... yang      batas      waktu
penyampaiannya adalah tanggal ................

Surat Pemberitahuan tersebut harus disampaikan  selambat-1ambatnya dalam
waJctu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Teguran ini.

Untuk menghindari dari pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak
yang akan memberatkan Saudara, maka diminta agar Saudara menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SFTPD) dalam jangka waktu tersebut diatas.

Sungai  Raya ,......................

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



0.      FOP`lIAT SURAT KETETAPAN PALIAK DAEEIAH (SKPD)

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN  DAERAH
Jalan Supadio,  Telepon  (0561 ) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman,  bapenda kuburayakab.go.id

PEMERINTAH
KABUPATEN  KUBu  RAYA

SuRAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

(SKPD)
No.  Kohir  :

Masa
Tahun

Nama
Nama Badan Hukum
Alamat
NPV,'PD
No.  Bayar
Tgl. Jatuh Tempo

Kode Rekening Jenis Pajak Daerah

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak
Jumlahsanksi:        a.  Bunga

b.  Kenaikan

Jumlah

Dengan  huruf :

PERHATIAN

1.  Pembayaran  dilakukan  secara  langsung  ke  Bank  Kalbar  No.  aek:  115  0100123  an.  KAS  UMUM  DAERAH  KAB.  KUBU  RAyA,

2. Apabila  SKPD  ini ti.dak atau  kiirang bayar lewat waktu  paling  lama  30  hari sejak SKPD  ini  diterima  dikenakan  sanksi Administrasi  berupa

denda sebesar 1% (satu  persen) sebulan  dan ditagih dengan  menerbitkan STPD (Surat Tagihan  Pajak Daerah).

Sungai  Raya ,.......... „„„„

An.  Bupati  KUBU  RAYA

Kepala  Badan Pendapatan  Daerah

Pojok bukan merupokan legalitas ijin



P.       FORMAT SURAT KETETAPAN PALIAK DAERAH KURANG BAYAR (SlffDI'J3)

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN  DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561 ) 722744,  Faksimile (0561 )  723443

Laman, bapenda.kubilrayakab.go.id

PEMERINTAH
KABUPATEN  KUBU  RAYA

SuRAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KURANG BAYAR

(SKPDKB)

No.  Kohir :

Masa
Tahun

Nama
Nama Badan Hukum
Alamat
NPWPD
No.  Bayar
Tgl. Jatuh Tempo

lNo

-   K6-dE  Rekening
Jenis Pajak Daerah Jumlah

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak
Jumlahsanksi:        a.  Bunga

b.  Kenaikan

Jumlah

Dengan huruf :

PERHATIAN

1.  Pembayaran  dilakukan  secara  langsung  ke  Bank  Kalbar No.  Rek:  115 0100123  an.  KAS UMUM  DAERAH  KAB.  KUBU  RAVA.

2.  ApaLiild  SKPD  irii  lidak atau  kurdi\g  haya/  iewal waklu  palii`B  land  30  liari  sejak SKPD  iiii  diteriiria  dikei-laden  sdi`k>i Adiiiiiiislias;  bei-upa

denda sebesar 19/o (satu  persen) sebulan dari ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan  Pajak Daerah),

Sungai  Raya ,.................... „..„

An.  Bupati  KUBU  RAYA

Kepala  Badan  Pendapatan  Daerah

Pajak bukan merupakan legali[as ijin



Q.       F`OP`MAT   SUEIAT  KETETAPAN   PAJAK   DAEEIA+ H   KURANG   BAYAP`  TAMBAHAN
(SKPDKBT)

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN  DAERAH
Jalan SL!padio, Telepon  (0561 )  722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

PEMERINTAHKABUPATENKUBU RAYA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
I   No.  Kohir  :KURANG BAYAR TAMBAHAN

(SKPDKBT)

Masa     :
Tahun     :

Nama
Nama Badan Hukum
Alamat
NPWPD
No.  Bayar
Tgl. Jatuh Tempo

Kode Rekening Jenis Pajak Daerah

Jumlah  Ketetapan  Pokok Pajak
Jumlahsanksi:        a.Bunga

b.  Kenaikan

Jumlah

Dengan huruf :

PEBHATIAN

1.  Pembayaran  dilakukan  secara  langsung  ke  Bank  Kalbar  No.  Rek:  115  0100123  an.  KAS  UMUM  DAERAH  KAB.  KUBU  RAVA.

2.  Apabila  SKPD  ini t(dak atau  kurang  bayar lewat waktu  paling  lama  30  hari sejak  SKPD ini  diterima  dlkenakan  sanksi Administrasi  berupa

denda sebesar 19/a (satu person) sebulan dan ditagih dengan  menerbitkan STPD (Surat Tagihan  Pajak Daerah).

Sungai  Raya ,.......

An.  Bupati  KUBU  RAYA

Kepaia  Badan  Pendapalan  Daerah

Pajak bukan merupaken legalitas ijin



P`.       F`ORMAT SURAT KETETAPAPIT PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

PEMERINTAH  RABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio,  Telepon  (0561 ) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

PEMERINTAH
KABUPATEN  KUBU  RAYA

SuRAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
LEBIH  BAYAR

(SKPDLB)

No.  Kohir :

Masa     :
Tahun     :

Nama
Nana Badan Hukum
A'amat
NPWPD

I          No.Bayar

I         TgI   JatuhTempo
No Kode Rekening Jenis Pajak Daerah Jumlah'

Jumlah  Ketetapan  Pokok Pajak
Jumlahsanksi:        a.  Bunga

b.  Kenaikan

Jumlah                                                                                                            ,

Dengan  huruf :

PERHATIAN

1.  Pembayaran  dilal(ukan  secara  langsung  ke  Bank Kalbar  No.  Rek:  115 0100123  an.  KAS  UMUM  DAERAH  KAB.  KUBU  RAYA.

2.  Apabila  SKPD  Ini tidak atau  kurang  bayar (ewat waktu  pallng  lama  30  narl  se/ak SKPD  inl  dlterlma  alKenakan  sanKsl Administrasl  berupa

denda sebesar 1% (satu  persen) sebulan dan ditagih dengan  menerbitkan STPD (Surat Tagihan  Paiak Daerah).

Sungai  Raya ,.......

An.  Bupati  KUBU  RAYA

Kepala Badan  Pendapatan  Daerah

Pajak bukon merupakan legcllitas ijin



S.       FORMAT SURAT KETETAPAPIT PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

PEMERINTAH  KABuPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN  DAERAH
Jalan Supadio, Telepon  (0561 ) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

PEMERINTAH
KABUPATEN  KUBU  RAYA

SuRAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
NIHIL

(SKPDN)

No.  Kohir :

Masa
Tahun

Nama
Nama Badan Hukum
Alamat
NPWPD
No.  Bayar
Tgl. Jatuh Tempo

Kode Rekening Jenis Pajak Daerah

I

Jumlah  Ketetapan  Pokok Pajak
Jumlahsanksi:        a.Bunga

b.  Kenaikan

I      Jum!ah N!HIL

Dengan huruf :

PERHATIAN

1.  Pembayaran  dilakukan  secara  langsung  ke  Bank  Kalbar  No.  Rek:  115  0100123  an.  KAS  UMUM  DAERAH  KAB.  KUBU  RAYA.

2.  Apaoila  SkpD  Inl tiaak atau  kurang  baya r lewat waktu pallng lama 30 harl sejak SKPD 1" diterima dikenakan sanKsl Aamlnistrasl  berupa

denda sebesar 1% (satu  persen) sebulan  dan ditagih dengan  menerbitkan STPD (Surat Tagihan  Pajak Daerah).

Sungai  Raya ,.......

An.  Bupati  KUBU  RAYA

Kepala  Badan Pendapatan  Daerah

Pajak l]ukan merupakan legalitos ijin



T.       FORIVAT SUEIAT SETOIIAN PAJAK DAEIIAH (SSPD)

PEl lEF`lNTAH  KABUPATEN  KllBU  FIAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAII
JI   Supadici  Telp  (0561 )722744   Fax  (056 I )73402C`

Kode  Po+s  7$3€) I

N,1mcl

Ncima  Badan  Hiikiim

Alamat

NP\h/PD

rlenyetijrserdcisarkan
NO   Ba''ar

Kode  Rekening

[leligan  HiliLIl

Kep{1,J'|  Y'h
Direktur  Utama  Bank  Kalbar    Kep€i)a  Kantor

GJro  Pos   agclr mer`erima penyel.oran ke

Bank  Kalbar
No,Tek  :  116 0100123

an.  Rae llMUM DAERAl` RAB.  KUBu  RAYA

Riiarig  uritiik  (ercap  Kas  F`egister    Tanda  Tangan
Cap  BKP    Peiabal Bank    Peiabat Kari!orG:ro pos



U.       F`ORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio,  Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT TAGIIIAN PAJAK DAERAII (STPD|
PAJAK......................'...'''.

NOMOR

I.   TELAH   DiLAKUKAN   pENBLITiAN    /    PEMERIKSAAN   /    PEMERIKSAAN   ULANG   /   PEMERIKSAAN   Bu[m

PERMULAAN *) ATAS   PELAKSANAAN  KEWAJIBAN  PAJAK     TBRHADAP:

1.    NAMAWAJIB PAJAK

2.   AIAMAT WAJIB  PAJAK

3.   NFWPD

11.   DARI  PENELITIAN   /   PEMERIKSAAN   /   PEMERIKSAAN  ULANG   /   PEMBRIKSAAN  13UKTI  PERMULAAN  *)

TERSEBUT DI ATAS,   JUMIAH YANG HARUS  DIBAYAR ADALAH  SEBAGAI  BERIKUT:

p_ny_4¥+pA±4Kxpiu_D___4±± PIBL4lY_ng-*J__.
3. PAJAK TANG HARUS DIBAYAR lRp
4.I SAM KSI  ADMINISTRASI

A MBLAKSANARAN pElri6RAN SPTPD UNTUK wAjlB pAjAK Rp
ORANG  PRIBADI  (Rp25.000,00/SETIAP SFTPD)

8 FIDAK  MELAKSANAKAN  PELAPORAN  SFTPD  UNTUK WAJIB FtpRp
PAJAK  BADAN  (Rp50.000,OO/SETIAP SFTPD)

C i€EKURANGAN  PAJAK YANG i-E5RUTANO yANO  TIDAK  ATAu
KURANG  DIBAYAR   (BUNGA  1°/a/BUIAN)

II D HASIL     PENBLITIAN     SFTpb~TERDAPAT     KEKURANGAN- Rp

i

PEMBAYARAN AKIBAT SALAH TULIS   SALAH  HITUNG   ATAU
KESALAHAN  ADMINISTRATIF  (BUNG'A  1%/BULAN)

E UNTUKSKPDKBYANGTIDA-KATAuKURANGBAYARSFTELAH Rp
jATUH TEMro FEMBAyARAN q3uNGA 0.6070)

F UNTUK     sKPDKBr    yANG    TIDAK    ATAu     KURANG    BAyAR Rp
I sBrEiAII jATUH TEMro pEMBAyARAN o3uNGA o.6%)

a UNTUK    sK.    pEMBBruiAN,    sK.     REBERATAN,    pi7TusAN Rp
BANDING YANG TIDAK ATAU KURAIVG BAYAR SETE[AI] JATUH
TEMpO pBveAyARAN (BUNGA 0.6%) I

r DALAM   HAi,   KEBERATAN   DIIacuLKAN   SEBAGIAN--A`T`AU Rp                      . __I
SELURUHNYA,          KELEBIHAN          PEMBAYARAN          PAJAK
DIICEMBAIJKAN DITAMBAH IMBAIAN (BUNGA 0,69%) 1

`1 'E>ALAM    HAL   KBEFRATAN    blTOLAK   ATAu    DrKABULTinir Rp                          _._I
SEBAGIAN (DENDA 30%)

J DALAM     HAL    BANDING     DIKABULKAN     SEBAGIAN     ATAU Fip
SELURUHNYA,          KELEBIHAN          PBMBAYARAN         PAIAK

I DIKEMBALIKAN DITAMBAII IMBAIAN  (BUNCIA 0 ,6%)

K     F3-B#IANHAtLDERgrAD618O:,   DITOEN    ATAu    D`[-RABULEN Rp

I. UNTUK              PL"BAyARAN             ANGSURAN / PENUNDAAN )Rp

PEMBAYARAN PAJrAK (BUNGA o 6o/o)

5. JUMIAFI YANG  MASIH  FIARUS  DIBAYAR Rp
TERB [LANG     :

I

Ill.   jATUH TBMpO pBr\roAyARAN

IV.   PEMBAyARAN  I)^ILAj{UKAN `bl

SDI  RAYA ,......

KEPALA BADAN PENDAPATAN  DAERAH

PBRIIATIAN
1.    PEMBAYARAN  YANG  DII.ARTKAN  MEL,EWATI  TANGGAL JATUH  TEMPO  DI  ATAS  AKAN  DIKENAKAN

SANKSI  ADMINISTRASI     BBRUPA   BUNGA   2%   PER  BULAN   DART   JUMLAH   PAJAK  YANG   HARUS
DIBAYAR.

2.   PEMBAYARAN  INI  SAH JIIIA  DIBUBUHI  TERAAN  VALIDASI  BANK  ATAU  TEMPAT LAIN  YANG  DITUNJUK.

3.   APABILA   SAMPAI   BATAS   WARTU   PENGAJUAN   KEBERATAN   (3   BULAN)   WAJIB   PAJAK   TIDAK
MENGAJUKAN KEBBRATAN,  JUMIAH YANG  MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI
ATAS AKAN  DITAGIH  DENGAN  SURAT PAKSA.



V.       FORMAT   SURAT   PER. MOHONAN   MENGAPITGSUP`/MENLTNDA*)    PEMBAYARAN
PAJAK

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAEFAH
Jalan  Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor
Sifat
Lanpiran
Hal

Kepada,
Yth.   Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kubu Raya
di      SEIRAYA

Permohonan Mengangsur /
Menundai i) Pembayaran Pajak

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nana
NIK
Alanat
Pekeljaan/jabatan
dalam hal ini bertindak sebagai:I Wajib Pajak

Ej waJdl                   EKuasa             dariwajibpajak:
Nana
NIK
Alamat

E]nys;¥DanmasfhmE]pusnKyp%;;:;angpajakberdasarkan.I SKPDKBT I SK Pembetulan
I   SK Keberalan   I  Putusan BandmgE PuLusan pK

scbagal bcrikut:

J'enis Pajak
Daerah

Nomor
Masa/Tahun

Pajak

Jumlah
Ketetapan/Keputusi   Pajak yang   I

an/Putusan       ,       Masih
I     DTb==     )

Tanggal
J-atuh
Tempo

Pembayaran

Terhadap utang pajak tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk:
1.   mengangsur pembayaran pajak sebesar Rp ................... dengan ketentuan:

a.   Masa angsuran kali; dan
b.   Besamya   pembayaran   pajak   sebesar   Rp   ....................... sampai   dengan

tanggal.....
2.   menunda  pembayaran  pajak  sebesar  Rp  ..................... sampai  dengan  tanggal

dikarenakan  saya  mengalami  kesulitan  likuiditas  (posisi  kas,  bank,  dan  utang
piutang  per  tanggal ................ /keadaan  diluar  kekuasaan*)  dengan  bukti  berupa

..... (terlampir)

Memenuhi  persyaratan  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  ............. Peraturan
Bupati  Kubu  Raya  Nomor ............. Tahun ....... tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata
Cara Pemungutan Pajak MBLB, saya bersedia memberikan jaminan berupa:



I bank garansi;

I  surat/ dokumen bukti kepemilikan barang bergerak;I penanggung utang oleh pihak ketiga;

I  sertifikat tanah dan/atau bangunan; dan/atauI sertiflkat deposito.

Pemohon



w.      FOEanVAT  SURAT  FH+ puTusAN  PEMBEI+|AN  ANGsuRAN  pEMBj^T^LyARAN  pA`JAK
DAERAH

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBu  RAYA

BA.DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan  Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.Lr`ubu,rayakab.go.id

Membaca

Menimbang

Mengingat

KBPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR...-....-........

TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat permohonan angsuran pembayaran pajak, atas mama Wajib
Pajak/wakil/kuasa  Wajib  Pajak  *)   ....................   nomor  ...........
tanggal .............. yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
...................   tanggal  .............., perlu diterbitkan keputusan atas
permohonan angsuran pembayaran pajak dimaksud;

: bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dituan8kan
dalam     Laporan     Hasil     Penelitian     Permohonan     angsuran
pembayaran  pajak  nomor

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KETIGA

tan88al
perlu   menetapkan    keputusan    atas    permohonan    angsuran
pembayaran pajak dimaksud;

1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya   Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  KEPALA BADAN  PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Mengabulkan,`MerLclal=   *)   permohonan   angsuran   pembayaran
pajak untuk:
1. Nana Wajib Pajal{
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah

Sesuai  dengan  diktum  PERTAMA,  kepada Wajib  Pajak tersebut
ditetapkan  untuk mengansur pembayaran  pajak yang terutang
berdasarkan              SprpD              masa              pajak ............. atau
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD  *)  nomor ............ sebesar  Rp
..................sebanyak............,kali.

Ketentuan     perhitungan     besarnya     angsuran     sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berirfut:



KEEMPAT

KELIRA

KEENAM

Denda administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 akan
ditagih dengan menggunakan STPD.

Besamya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA
dilakukan di

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala    Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan  yang
berlaku.

Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan  Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



X.        FOP`MAT SURAT KEPUTUSAN PENUNDAAN PEMBAYAPvAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DA.ERAH
Jalan Supadio, Telepon  (0561 ) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.................

TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat  permohonan  penundaan  pembayaran  pajak,  atas  nana
Wajib   Pajak/wakil/kuasa  Wajib   Pajak  *)   .............   nomor
......... tanggal  ..............  yang diterima berdasarkan  tanda terima
nomor  ...............  tanggal  ..............,  perlu  diterbitkan  keputusan
atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;

: bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dituangkan
dalam    Laporan    Hasil    Penelitian    Permohonan    penundaan
pembayaran  pajak  nomor  ...............   tanggal   .....     perlu
menetapkan      keputusan      atas      pemohonan      penundaan
pembayaran pajak dimaksud;

:  1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya   Nomor ......... Tahun ..... teritang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.

MEMUTUSKAN:

:  KEPUTUSAN  KEPALA BADAN  PENDAPATAN  DABRAH TENTANG
PENUNDAAN  PEMBAYARAN PALJAK DAERAH

: Mengabulkan,'Mer}clak*)   permohonan  penundaan  pembayaran
pajak untuk:
1. Nana Wajib Pajak
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajal{ Daerch

Sesual  dengan  diktum  PERTAMA,  kepada Wajib  Pajak tersebut
diberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang
terutang      berdasarkan      SPTPD      nasa      pajak .......... atau
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD        *)        nomor ................ sebesar
Rp  .................. dengan ketentuan  sebagal berikut:
1.  ditunda sampai dengan tanggal  ..................... ;  dan
2. dikenai     denda     administrasi     berupa     bunga     sebesar

Rp ............... yang ditagih dengan  STPD.

Pelunasan   pajak  yang   ditunda   pembayarannya   sebagalmana
dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di ......................

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesual   ketentuan   yang
berlaku.



KELIRA Keputusan Kepala Badan  Pendapatan  Daerah ini mulal berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Kubu Raya,



Y.        FORMAT      SUPAT      lffipuTUSAN       PEMBERIAN      AINGSURAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BA.DAN  PENDAPATAN D.AERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.............

TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN/ PENUNDAAN *)  PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca              : surat perrnohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak, atas
narna  Wajib   Pajak/wakil/kuasa  Wajib   Pajak  *)   ...
nomor   ...........    tanggal    .............   yang   diterima   berdasarkan
tanda   terima   nomor    ...................        tanggal    .........,    perlu
diterbitkan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran
pajak dimaksud;

Menimbang          : bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dituangkan
dalam           Lap oran           Hasil           Penelitian           p ermohonan
angsuran / penundaan           pembayaran           paj ak           nomor

Mengingat

tanggal     ..............          perlu     menetapkan
keputusan atas permohonan permohonan angsuran/penundaan
pembayaran pajak dimaksud;
1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor   13  Tahun

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya   Nomor ......... Tahun ..... tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan          : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  PENDAPATAN DAERAH TENTANG

PEMBERIAN  ANGSURAN/ PENUNDAAN*)   PEMBAYARAN  PAJAK
DABRAH

PERTARA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Mengabulkan / Mcnolck*) atas pemohonan angBuran/penundaan
*) pembayaran pajak untuk:
1. Nana Wajib Pajal{
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah

Sesual  dengan  diktum  PERTAMA,  kepada Wajib  Pajak tersebut
tetap  dibebankan  kewa.j.iban  pembayaran  pajak  daerah  dengan
jumlah pajak yang terutang dan tanggal jatuh tempo pembayaran
sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliman
dalam    Keputusan    Kepala    Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan  yang

;:r:1:T==alKed:t:taapBkaianpei:t;:a:ap±:¥dDal:e::;d:;ya=arD:::irfu}

Kabupaten Kubu Raya,

*) disesuaikan dengan permohonan



Z.       FOP`MAT SURAT TEGUI+AN PERTAhIA

PEMERINTAH  RABUPATEN  KUBu  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go. id

Nomor
Si fat                     : Segera
Lampiran
Hal                     : Teguran pertama

Kepada

Berdasarkan pemburfuan  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya,  hingga
saat ini Sai.idara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagal berikut:

r__   __1`

lN.I

Jenis
Pajak

Daerch
Tahun     I        Nomordan
Pajak     I    Tanggalsurat

T=a¥g     I       jumlali

Tempo       ,Tunggakan (Rp)

I

Terbilang

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-
Undang   Nomor   19   Tahun   1997   tentang  Penagihan   Pajak  dengan   Surat   Paksa,
sebdgallliana  lelah  ciiubah  dengan  Undang-Undarig  Numor   19  Tahun  2000,  maha
diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggahan sebagaimana tersebut di
atas  melalui dalam  jangka   waktu   ............. )   hari   sejak
tanggal diterimanya Surat Teguran Pertama ini.

Dalam hal  Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas,  agar Saudara segera
melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupateri Kubu Raya,

NIP.



AA.    FORMAT SURAT TEGURAN KEDUA

PEMER!NTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

Sifat                     : Segera
Lampiran
Hal                      : Teguran Kedua

Setelah  kami  sampaikan  Surat  Teguran  Pertama,  berdasarkan  pembukuan  Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini Saudara masih mempunyal
tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

uTcnis

Nol         Pajak
I       D aerah

___T

Tp¥iT   I    Nomor danTanggal
Sui-at

TarL88al
|Jatuh               Jumlah
Tempo      t  Tunggakai-i (Rp)

-I

Terbilang

Jumlah
___I

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-
Undang   Nomor   19   Tahun   1997   tentang   Penagihan   Pajak  dengan   Surat   Paksa,
sebagainana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2000,  maka
diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakari sebagalmana tersebut di
atas melalui dalarn jangka waktu .,,..,,......  hari sejak tanggal
diterimanya  Surat  Teguran  Kedua  ini.  Pelunasan  tunggakan juga  dapat  dilakukan
melalui petugas kami yang melaksanakan  upaya Penagihan  Seketika dan  Sekaligus
bersamaan dengan penyampaian surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera
melaporkari kepada petugas kami atau mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah
K_abupaten Kubu Raya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



88,   F`OP`lRAT SURAT TEGURAN KETIGA

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon  (0561) 722744.  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda,kuburayal{ab.go.id

Nomor
Sifat : Segera

Kepada ,

Lanpiran
Hal                       : Teguran Ketiga

Setelah karni sampaikan Surat Teguran Kedua, berdasarkan pembukuan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini Saudara masih mempunyal
tunggakan. Pajak Daerah sebagal berikut:

Terbilang

Nomor dan Tanggal
Surat

±|ir

T=+gf    I        Jum,all

Tempo      I   Tunggakan (Rp)
I

Jum`ahl___

Untuk mencegah  tindakan  Penagihan  Pajak dengan  Surat  Paksa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun  1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,
sebagainana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2000,  maka
diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di
atas melalui dalarn jangka waktu 21  (dua puluh satu) hari
kelja sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Ketiga ini.  Pelunasan tunggakan juga
dapat dilakukan melalui petugas kami yang melaksanakan upaya Penagihan Seketika
dan Sekaligus bersamaan dengan penyampaian surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas,  agar Saudara
segera melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Untuk   mempertegas   maksud   Surat  Teguran   Ketiga  ini,   kami   melakukan
pemasangan stiker/ spanduk/papan *) peringatan di tempat Saudara. Saudara dilar
melepas stiker/ spanduk/papan *) peringatan tersebut tanpa izin dari kami.

PERHATIAN
TUNGCIAKAN           PAJAK           HARU S
DILUNASI   DAIAM  WAKTU   21   HARI
SETEIAII     SURAT    TEGURAN     INI.
SESUDAII             BATAS             WAKTU
TERSEBUT,  TINDAKAN   PENAGIHAN
AAKAN            D ILAKUKAN            D ENGAN
PENYERAIIAN SURAT PAKSA

Kepaia Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



CC.     FORMAT SUI\J},T PEE+lpITTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEFIALIGUS

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
Nomor

Berdasarkan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal...     ayat  ....   Peraturan
Bupati   Kabupaten   Kubu   Raya   Nomor                Tahun                 tentang  Tata   Cara
Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada:
Nana Wajib Pajak/
Penanggung Pajak
NPWPD
NOPD
Alamat
untuk   melunasi   sekaligus   utang   Pajak   Daerah   sejumlah   Rp ..................... dengan
rincian sebagai berikut:

i        Jeni s
r`'u!        Pajak        I   Tahun

i      Daerah      I    Pajak
Nomor dan Tanggal

Surat

Terbilang:
•,.......,..,.,..   tanggal  ,,.

tersebut di bawah ini:

Tanggal
-Jatuh
Tempo

Jumlah
Tunggakan (Rp)

+
pada    hari

melalui Petugas Jurusita Pajak kami yang namanya

Nail-ia/NIP

L i
Pailgkat/'Goi EEELE

Atas perhatian dan-kerja sama Saudara, saya sampaiE= terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kab-xpaten Kub.d Raya,

NIP.



DD.   FORMAT STIKER PERINGATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERINGATAN
OBJEK PAJAK INI BELUM / TIDAK

MEMBAYAR PAJAK DAERAH

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa,
Wajib Pajak segera melunasi tunggakan pajak daerah dalam jangka

waktu 2 1  hari setelah pemasangan peringatan ini

ttd
Kepala Bapenda

Kabupaten Kubu Raya
Pemasangan Jatuh Tempo

Dilarang melepas peringatan ini tanpa seizin Bapenda Kabupaten Kubu Raya



EE.    F`OP`MAT SURAT PBNGAJUAN l'EBERATAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor
Sifat
Lampiran :
Hal             : Pengajuan Keberatan

Kepada,
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kubu Raya
di

Sungal Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIK
Alamat
Peker]aan/jabatan
Dalam hal ini bertindak sebagai:II Wajib Pajak

Wan

Nana
NIK
Alamat

Kuasa dari Wajib Pajak:

bersama ini mengajukan keberatan atas:
SKPD

SKPDLB

Nomor Surat
Tanggal Surat
Jenis Pajak Daerah
Masa/Tahun Pajak

SKPDKB
SKPDN

Alasan pengajuan keberatan adalah:

E] il;n:ft:k:;Fa,pemunqutan   oleh

Berdasarkan hal tersebut diatas maka:
1.  Jumlah pajak yang terutang menurut surat

Ketetapan pajak/pemotong atau pemungut *)
2.  Jumlah pajak yang terutang menurut Wajib Pajak
3.  Jumlah yang telah dilunasi sejumlah yang telah

disetujui menurut Wajib Pajak (SSPD terlampir)

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/ Kuasa *)



FF.     FORhIAT SURAT lffipuTUSAN KEBEI++iTAN WAJIB PAJAK

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAEFAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go. id

Membaca

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR

TENTANG
KEBBRATAN WAJIB PAJAK ATAS

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat keberatan atas nana Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak
*)   ....................   nomor   ...........   tanggal   ..............   yang  diterima

berdasarkan tanda terima nomor ..A ....   tanggal  ....

perlu  diterbitkan  keputusan  atas  pengajuan  keberatan  Wajib
Pajak dimaksud;

Menimbang          : bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian   sebagaimana  dituangkan
dalam  Laporan  Hasil  Penelitian  Permohonan  Pembetulan  Pajak
Daerah   nomor

Mengingat

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KETIGA

tanggal..............perlu
menetapkan keputusan atas keberatan Wajib Pajak dimaksud;

1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya   Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  KEPAIA BADAN  PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS. .

Mengabulkan/Mengabulkan    sebagian/Menolak    *)    pengajuan
keberata_n wajib pajak atas  .,,...   uri_tuk.
1. Nana Wajib Pajak
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah

: Sesuai  dengan  diktum  PERTAMA,  besamya  pajak  yang  masih
hanis      dibayar/1ebih      bayar      *)      menjadi      sebesar      Rp
..................  ( ................ )

: Perhitungan  besamya  pajak  yang  masih  harus  dibayar/lebih
bayar  *)  sebagalmana  dimaksud  pada  diktum  KEDUA  adalah
sebesar:



Uraian                   I  Semula (RP)I   Ditanbah   "enjadl
I    /dikuran    LRP)

I I                                    I         gi(P.p)

Dasar Pengenaan Pajak
I

I)I

(DPP)
Tarif I

Pajak yang Terutang
Pengaturan Pengenaan /
Pengurangan Pajal{ *)
Pokok Pajak yang Hanis
Dibayar

k/ Pajak 11I

yar
Dibayar

I

asi
I

sih Harus
I

Ifompensasi
yang Sudah
Pajak yang Harus

AdministrSanksi
Jumlah yang Ma

KEEMPAT

KELIRA

|lllllllllllllllllH

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan   yang
berlaku.

Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan  Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



GG.   FORMAT SURAT PEPuMOHONAN PEMBETULAN

PEMERINTAH  RABUPATEN  KUBu  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan  Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor
Sifat           :
Lempiran :
Hal              : Perniohonan pembetulan

atas .......... + . ' . . '

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kubu Raya
di

Sungal Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini:
N-a
NIK
Alamat
Pekeriaan/jabatan

Dalam hal ini bertindak sebagai:II Wajib Pajak
Wakil

Nana
NIK
Alamat

I  SKPD

Kuasa dari Wajib Pajak:

Eg|sama ini mengajukan pembetulan atas:

SKPDN

SK Keberatan

SK Pengurangan

Nomor Surat
Tanggal Surat
Jenis Pajak Daerah
Masa/Tahun Pajak

I SKPDKB              I SKPDKBT
I SKPDLB             I STPD

SK Pembetulan

SK Pengurangan I
Sanksi Admini strasi

SK Pembatalan
SKPIB

Permohonan   pembetulan   tersebut   diajukan    karena   terjadi   kesalahan
ti_1.tis/kesalahan    hiti.1.ng,/kekeliruan    peneraipeLn    ketentLi_an    d.alam    peni_ndang-
undangan perpajakan daerah sebagal berikut:

No ;                   Uralan
Menurut

SKPD/STPD/Surat
Keputusan Lain

Demikian      permohonan      pembetulan      karni
dipertimbangkan.

Menurut Wajib
Pajak

sampaikan untuk

Wajib Pajak/Wakil/ Kuasa *)



HH.    FORMAT SLTRAT KEPUTUSAN PEMBETULAN

PEMERINTAH RABUPATEN KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAEF}AH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Membaca

KEPUTUSAN  KEPAl,A BADAN  PENDAPATAN  DAERAH
NOMOR..

TENTANG
PEMBETULAN  ATAS ......................

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat       p ermoh on an       pembetulan       atas
Pajak/wakil/kuasa  Wajib  Pajak  *)  .......

n rna      Waj ib
nomor-.....

tanggal .............. yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
........   tanggal .........., perlu diterbitkan keputusan atas

permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;

Menimbang          : bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian   sebagaimana  dituangkan
dalam  Laporan  Hasil  Penelitian  Permohonan  Pembetulan  Pajak
Daerah   nomor

Mengingat

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

tanggal..............perlu
menetapkan   keputusan   atas   permohonan   pembetulan   Wajib
Pajal{ dimaksud;

1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya   Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPAIA BADAN  PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PEMBRTULAN.....

Mengabulkan    seluruhnya/Mengabulkan    sebagian,`Mer.`.clad:   *)
permohonan pembetulan atas ............... untuk:
1. Nana Wajib Pajak
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah

Membetulkan   kesalahan   tulis,   kesalahan
kekeliruan   penerapan   ketentuan   tertentu
perundang-undangan            p erpaj ckan

riri_c.i_an_ pembetulan  sebagai beriki].t:

Uraian

tanggal

hitung,   dan/atau
dalam   peraturan
daerah            atas
•..-...........     dengan

Semula Setelah
Pembetulan



KETIGA

KEEMPAT

KEL[MA

Sesuai  dengan  diktum  KEDUA,  besarnya  pajak  yang  terutang
menj adi                                                                                             seb esar

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan  yang
berlaku.

Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan  Daerah ini mulal  berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



MM.  FORMAT SUI+J}iT PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

Kepada:
Yth. Bupati Kubu Raya

Nomor       .                                                              cq. Kepala Badan pendapatan Daerah
Sifat                                                                             Kabupaten Kubu Raya
Lampiran :                                                       di        SEI RAYA
Hal            :  Permohonan pengurangan

Sanksi Administrasi

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIX
Alanat
Pekeljaan/jabatan
dalam hal ini bertindak sebagai:I Wajib Pajak

I wakil                 ]Kuasa            dari wajib pajak:
Nana
NIK
Alamat
bersama         ini          mengaj ukan          pengurangan          sanksi          administrasi

sebesar
atas:I SKPD

Nomor Surat
Tanggal Surat
Jenis Pajak Daerah
Masa/Tahun Pajak

I SKPDKB              I SKPDKBT

Pcrmohonan  pcngurangan  sanksi  admiriistrasi  tcrscbut  diajukan  dcrigan
mempertimbangkan kondisi kami sebagai berikut:

3. dst.

Demikian  permohonan  pengurangan  sanksi  administrasi  kami
untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/ Kuasa *)



11.        FOP`lvIAT SUI\AT REPUTUSAN PEMBETULAN

PEMERINTAH RABUPATEN KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561 ) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Membaca

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBETULAN ATAS ........

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH ,

: surat       permohonan       pembetulan       atas
Pajak/wakil/kuasa  Wajib  Pajak  *)   ...................

mama       Waj ib
nomor...........

tanggal .............. yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
......,....   tanggal  .............., perlu diterbitkan keputusan atas

permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;

Menimbang          : bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dituangkan
dalam  Laporan  Hasil  Penelitian  Permohonan  Pembetulan  Pajak
Daerah   nomor

Mengingat

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

tanggal..............perlu
menetapkan   keputusan   atas   perlnohonan   pembetulan   Wajib
Pajak dimaksud;
1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PEMBETULAN.....

Mcmgnbullmn   colunihnya/Mongnbull[an   eebngin/Menolck   *)
permohonan pembetulan atas
1. Nana Wajib Pajak
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak
4. uTerLis pajal€ Daeral

untuk:

: Sesuai                     dengan                      diktum                      PERTAMA,
...,.........nomor.......,..........,...tanggal.......................dinyatakan
tetap berlaku.

: Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan  yang
berlaku.

: Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan  Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupatel-I Kubu Raya,



Jj.    Fop`rIAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN

PEMERINTAH  RABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor        :
Sifat
Lampiran : Permohonan Pembatalan

atas' ' ' .................

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kubu Raya
di

SEI RAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIK
Alanat
Pekerjaan/jabatan
dalam hal ini bertindak sebagai:II Wajib Pajak

Waldl

Nama
NIK
Alanat

Kuasa dari Wajib Pajak:

!£=;sama ini mengajukan pembatalan atas:
SKPD

SKPDN

Nomor Surat
Tanggal Surat
Jenis Pajal{ Daerah
Masa/Tahun Pajak

I SKPDKB               I SKPDKBT
I SKPDLB             I STPD

Permohonan pembatalan tersebut diajukan karena:

3.  dst.

Demikian    permohonan    pembatalan    kami    sampaikan    untuk
dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Waidl/ Kuasa I)



KK.     F`ORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN

PEMERINTAH KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DA_EFIAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Lamari,  baperida.kiibul-ayakab.go.id

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAli
NOMOR

TENTANG
PEMBATALAN ATAS

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat       p ermohonan       pembatalan       atas
Pajak/wakil/kuasa  Wajib  Pajak  *)   ....................

mama       Waj ib
nomor...........

tanggal ............. yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
...   tanggal .............., perlu diterbitkan keputusan atas

permohonan pembatalan Wajib Pajak dimaksud;

bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dituan8kan
dalam  Laporan  Hasil  Penelitian  Pemohonan  Pembatalan  Pajak
Daerah   nomor tanggal..............perlu
menetapkan   keputusan   atas   permohonan   pembatalan   Wajib
Pajak dimaksud;

:  1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.

MEMUTUSKAN:

:  KEPUTUSAN  KEPAIA BADAN  PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
PEMBATALAN...........

: Mengabulkan     /Menolak    *)     permohonan    pembatalan    atas
............-..  untuk:

1. Nama Wajib Pajak
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah

:  Sesuai                      dengan                      diktum                      PERTAMA.
.............nomor......................tanggal.................„....dinyatakan

tetap berlaku.
: Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
daJam    Keputusan    Kepala    Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan  yang
berlaku.

: Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



LL.     F`ORMAT SURAT I,EPUTUSAN PBMBETLTLAN  DAN PEMBAT.^T^LLAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BA_DAN  PENDAPA_TAN  DAEFIAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443

Larlian,  bapenda,kuburayakab.go.id

Membaca

Mengingat

Menetapkan

PERTARA

KBDUA

KETIGA

KEPUTUSAN  KEPALA BADAP`T PENDAPATAN  DAERAli
NOMOR.......

TENTANG
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH

SECARA JABATAN

KEPALA BADAN  PENDAPA.T`AN  DAERAH,

: bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian   sebagaimana  dituangkan
dalam   Laporan   Hasil   Penelitian   Pembetulan   dan   Pembatalan
Pajak     Daerah     secara     Jabatan     nomor     ..............     tanggal
........................   perlu  menetapkan  keputusan  atas  pembetulan
dan pembatalan pajak daerah secara jabatan;

:  1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor ......... Tahun ...... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.

MEMUTUSKAN:

:  KEPUTUSAN  KEPAIA BADAN  PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK SECARA JABATAN

Memberikan  keputusan  pembetulan  dan  pembatalan  terhadap
surat ketetapan pajak dan  surat keputusan perpajakan  daerah
lainnya yang tidak benar secara jabatan sebagaimana ditetapkan
dalam  Lampiran  Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan  Daerah
ini,   yang   merupakan   bagian   yang   tidak   terpisahkan   dari
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala    Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan  yang
berlaku.

Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan  Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



NN.    FORIIAT SURAT REPLTTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

PEMERINTAH  RABuPATEN  KUBU  RA`T'A

BADAN PENDAPATAN DAEFAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR. . . ' .... ' ............

TENTANG
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

:  surat permohonan pengurangan sanksi administrasi atas nana
Wajib  Pajak/wakil/kuasa  Wajib   Pajak  *)   ,.,...   nomor
...........    tanggal    ..............    yang   diterima   berdasarkan    tanda
terima  nomor  ..............    tanggal  .........,  perlu  diterbitkan
keputusan  atas  permohonan  pengurangan  sanksi  administrasi
Wajib Pajak dimaksud;

: bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian   sebagaimana  dituangken
dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan pengurangan sanksi
administrasi  nomor tanggal..............perlu
menetapkan  keputusan  atas  permohonan  pengurangan  sanksi
administrasi Wajib Pajak dimaksud;

1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  KEPALA BADAN  PENDAPATAN  DAERAH  TENTANG
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Mengabulkan    seluruh/Mengabulkan    sebagian    /Menolak    *)
permohonan pengurangan sanksi administrasi untuk:
1. Nana Wajib Pajal{
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah
sebesar          ........................ %          ( .........

adrninistrasi           yang           terdapat
tanggal

.... )       dari       sanksi
pada.............Nomor

Perhitungan     besarnya     sanksi     administrasi     sebagaimana
dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagal berikut:
a.   sariksi administrasi                 Rp
b.   besarnya pengurangan

(..........%xRp............
c.   sanksi administrasi setelah   Rp

pengurangan

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala    Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut  akan   dibetulkan   sesuai   ketentuan  yang
berlaku.



KEEMPAT Keputusan KepaJa Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

/



00.   FORMAT  SUFIA+T  PERMOHONAN  PENGEMBALIAN   KELEBIHAN  PEMBAYARAN
PAJAK

PEMER!NTAH  RABUPATEN  KUBu  F3AYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Kepada:
¥th. Bupati Kubu Raya

Nomor
Sifat
Lampiran :
Hal            :   Permohonan pengembalian

Keiebihan Pembayaran Pajak

cq.  Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya

di      SEIRAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nana
NIK
Alanat
Peker]aan/jabatan
dalam hal ini bertindak sebagai:II Wajib Pajak

Wakil

Nana
NIK
Alamat

I
IKuasa dari Wajib Pajak:

bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
daerah yang disebabkan oleh:

pembayaran pajak yang sehamsnya tidak terutang dengan alasan:

EJbuerm::5arpkaLakjuym:£i%:uq::i*edba£:hbesardaripadajumlahpajakyangterutang
Jenis/Nomor
Tanggal Surat
Jenis Pajak Daerah
Masa/Tahun Pajak

Berdasarkan  perhitungan  kami,  terdapat  kelebihan  pembayaran  pajak
sebagai berikut:
a.   Pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan bukti pembayaran:

1.    SSPD  No
tanggal..

2.   SSPD  No
tanggal...........-.....

3.   dst

Rp....

Rp......................'

Jumlah pembayaran
b.  Jumlah pajak yang terutang/ seharusnya terutang
c.   LJumlah kelebihan pemba.yaran pajak Rp....
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk dilakukan dengan:II Pembayaran ke rekening

Kompensasi untuk utang pajak

Demikian  permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak
kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/ Kuasa *)



pp.     F`ORMAT SURAT lcapLTTusAr\T KELEBIHAN PEMBAyAI+AN PAjAK

PEMERINTAH RABUPATEN KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAEFIA_H
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Lamarl,  baperida.kuburay-akab.go. id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN' DAERAII
NOMOR

TENTANG
KELBBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca              :  surat  permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak
atas mama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *)  ....
nomor   ...........   tanggal    ..............   yang   diterima   berdasarkan
tanda   terima   nomor    ...................        tanggal    ..............,    perlu
diterbitkan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak Wajib Pajak dimaksud;

Menimbang          : bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagalmana  dituangkan
dalam    Laporan     Hasil     Penelitian    pengembalian     kelebihan

Mengingat

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

pembayaran  pajak  nomor tanggal
perlu  menetapkan  keputusan  atas  permohonan  pengembalian
kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak dimaksud;

1.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor   13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  KEPALA BADAN  PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
KELEBIHAN PEMBAYARAN

Mengabulkan    seluruh/Mengabulkan    sebagian    /Menolak    *)
pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk:
1. Nana Wajib Pajak
2. NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak
4. Jenis Pajak Daerah

Sesuai   diktum   PERTAMA,    kepada memiliki
kelebihan      pembayaran      ...................... Masa/Tahun*)      Pajak

sebesar Rp

Penghitungan kelebihan pembayaran pajak sesual diktum KEDU_A.
adalah   sebagalmana  tercantum  pada  Lampiran   I   Keputusan
Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

Kelebihan   pembayaran   pajak   sebagalmana   dimaksud   dalam
diktum KEDUA:I
I

diperhitungkan  seluruhnya  dengan  Utang  Pajak  dan/atau
pajak   yang   akan   terutang   serta   tidak   tersisa   kelebihan
pembayaran pajak.

diperhitungkan  dengan  Utang  Pajak  dan/atau  pajak  yang
akan        teru tang        dan        masih        tersisa        sebe sar

)       untuk       dipindah



bukukan  oleh  Bank                       di
Wajib  Pajak dengan narna rekening
nomor   rekening    .....................       pada   Bank

KELIRA

KEENAM

KETUJUH

ke  rekening
dan

di

Rinc.ian  kompensasi  dengan  Utang  Pajak  dan/atau  pajak yang
akan   terutang  sesuai  diktum   KEEMPAT  adalah   sebagaimana
tercantum    pada    Lampiran    11     Keputusan     Kepala    Badan
Pendapatan Daerah ini.

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesual   ketentuan  yang
berlaku.

Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan  Daerah ini mulal berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RA¥A
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

feitd::jaA:B:#LuspuA::i:::aRAyAq

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal . .* . . .Q#.qT.tee . . 9.a?.Y
SEKRE

BERITA

rtysyAtrARuzAMAN

DAERAII KABUPATEN KUBU RAYA

NIZAM
ERAH KABupATEN KUBu RAyA TAHUN  ..39.3y..  NOMOR ...va


